
t: li
_k,

lv{ [N]"EIR i K I.UANGA Nl
FlEPUI]LIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR I I 9 /Pr{K.02/2ooe

TENTANG

PETUNJUK PENMJSL]NAN DAN PENELAAHAN
RENCANA KERIA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
DAN PEI\MJSUNAN, PENELAAHAN, PENGESAHAN DAN PELAKSANAAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2O1O

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20t0, Kementerian

Negara/Lembaga berkewajiban menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

bahwa agar penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga dapat dilakukan seciua tertib, taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dulr bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan

dan kepatutan, maka perlu adanya pengaturan mengenai

petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL dan DIPA Tahun

Anggaran 20L0;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja

Aaggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan,

Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Tahrm Anggaran 20L0;

Undang-Und*g Nomor 20 Tahun 1997 tentartg Penerimaan Negara

Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tafuirt 1997

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3687);

undang-undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lemba:ran Negara Republik hrdonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembian Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lemiaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

undang-und*g Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

PengelJlaan d; Tanggung Jawab Keuangan Negara Qelbalan
Negla Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa}Q;

c.

3.

4.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembaigunan Nasional (Lembaran Negara Republik h:rdonesia Tahun

2004 Nomot 104, Tambahan Lembaran Negara Republik hrdonesia

Nomor M21);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuanfan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26'
'iambahan Lem6aran Negara Republik Indonesia Nomor U38);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan

Penyetoran Penerimaan Negara' Bukan Pajak pembaran Negara

neplUtit Lrdonesia Tahun L997 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik ftrdonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah

derigan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 pembaran

Negla Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan

Lembaran Negara Republik hrdonesia Nomor 3760);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tent,lng Tata Cara

Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari

fegi"tan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor Lg6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2871);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M Nomor

T4,Tartbahan Lembaran Negara Republik Lrdonesia Nomor M05);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004tentang Penyusunan

Rencana Kerja d.an Anggaran . Kementerian Negara/Lemb1g1t

(.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran -Negara 
Republik

hrdoneiia Tahun ZOOS Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik brdonesia Nomor 4502);

Peraturan Pem€rintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aSffi);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cata

Pengadaan Piniaman dan/ataa Penerimaan Hibah serta Penerusan
pinjiman dart/'a6u Hibah Luar Negef G_emu.aran Negara nepuflif

hrdonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tam6ahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4597);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2008

Nomor20 ,TambahanLembaranNegaraRepub l i k lndones ia
Nomor a$.6\;

9.

1,0.

11..

12.

L3.

L4.
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15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lem!1an

Negara Republik hrdonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah

diubah dengai Keputusan Presiden Nomor 72Tafuin 2004 (Lembaran

Negara Republik- Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa14;

16. Keputusan Presiden Nomor 20 /P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK

PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA

DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DAN PENYUSUNAN, PENELAAHAN, PENGESAHAN DAN

PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN

ANGGARAN 2010.

Pasal L

Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggalan Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Menteri/Pimpinan .Lembaga
menyusun Rurr.ur,u Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian

Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pasal2

(1) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negary'LembSSl- disusun

berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Menteri Keuangan

dengan tr,"trgu.o pada Rencana Kerja Kementerian Negara /I-embaga.

(2) Penyusunan RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menggunakan pendekatan Penganggaran Terpadu, Kerangka
pen[eluaran jangka Menengah, dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Pasal 3

(1) Rencana Keria dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibahas bersama antara

Kementerian Negara /Lembagadan komisi terkait di DPR.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Kementeriut K"oulrgan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran

untuk dilakukan penelaahan dalam rangka meneliti kesesuaian

RKA-KL dengan:

a'suratEdaranMenteriKeuangantentangPaguSementara;

b. Prakiraan Majuyang telah disetujui tahun anggalan sebelumnya;

c.StantlarBiayayangtelahditetapkandan/TtauKerangkaAguan
Kerla/Teii'oy itprino (TOR) dan Rincian 1rrgg*uo 

Brayu (RAB)

' dalam hal standar Biaya belum ditetapkan; dan
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d. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk Badan Layanan umum

(BLU).

Pasal 4

(1) Hasil penelaahan RKA-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

me4adi dasar penyuflrnan Satuan Anggaran Kementerian Negara/

Lembaga.

@ satuan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut untuk tiap-tiap satuan

kerja menjadi Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SAPSK)'

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKA-KL berdasarkan hasil kesepakatan

dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pend_aPatan dan Belanja

Negara antara Pemerintah dengan DP& dilakukan penyesuaian

me-rl dan sAPSK pada satuan Anggaran Kementerian Negara/

Lembaga.

(4) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lemfaga

sebagaimana iilI,ukrod padi ayat (1) dan ayat (3) menjadi'{asar

penyusunan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat

Pasal 5

(1) RKA-KL yang telah disepakati DPR_ disampaikan gleh

Menteri/Pi-pi"* Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Anggaran paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penetapan

peraturan prlsiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah

Pusat.

(2) Dalam hal RKA-KL sebagaimana dimakzud pada ayat (1) 
JSlum

diterima, Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat disusun berdasarkan RKA-KL yarLg disampaikan

oleh Kementerian Ne gara/ Lembaga'

Pasal 6

(1) Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran P"l1ifemerintah
Pusat menjadi dasar bagi penyusunan dan pengesahan DIPA'

(2) Daftar Isian Pelaksilnaan AnggTln sebagaimana dimaksud pada

ayat(1)memuaturaiantmgsi/subfungsi,plogTal].ft/sasaranproglam,
rincian kegiatan/sub ke[iatan, i"*it belanjA kelompok mata

anggaran/akun dan rdncana penarikan dana serta perkiraan

penerimaan Kementerian Negara/Lembaga'

Pasal7 
.oo

(1)Menteri/PimpinanLembagaselakuPenggunaAnggaranmerurn]t
Kuasa P"r,ggrrttu Anggaran Satuan Keria Pusat untuk menyusun

Konsep priYa satuJn Kerja pusat dan Konsep DIPA Tugas

Pembantuan.
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(2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menunjuk

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana

Teknis untukmenyusun Konsep DIPA Satuan Kerja Vertikal.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran mglatf

Gubernur menuniuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan K?u

Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Konsep DIPA

Dekonsentrasi.

(4) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), 
"yx 

1z!,dan ayat (3) bertanggung pwab sepenuhnya terhadap

plryorro* kegiatan dan perhitur.rgan biaya dalam Konsep DIPA.

Pasal 8

(1) Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja Pusat seb_agaimana_dimaksud

dalam Fasal 7 ayat g; *"tyumpaikan Konsep DIPA kepada Menteri

Keuangan c.q. Direktur ]enderal Perbendaharaan'

(2) Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja vertikal/unit Pelaksana

Teknis sebu-glimuna dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyamp"ik*

Konsep nrpe kepada Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.

(3) Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam

pasal Z ayil 12;1 *"tryu*puikan Konsep DIPA kepada Kepala Kantor

Wilayah Direktorat ]enderal Perbendah.ra'rn'

Pasal 9

(1) Dalam rangka pengesahan DIPA, terhadap Kongep DIPA sebagaimana

dimaksud armh Pisal B dilakukan penelaahan berdasarkan.:

a. Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah

PusaU dan

b. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA)'

(2) Surat Rincian Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan penjabaran perituran Presiden tentang Anggaran

BehnJa pemerintah Pusat per unit organisasi.per provinsi.

Pasal L0

(1) Direktur jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan

selaku Bendahara umum Negara menelaah kesesuaian Konsep DIPA

dengan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang ditegPkan

dalam peraturan piJsiaer, dan mengesahkan Konsep DIPA Satuan

Kerja Pusat dan Konsep DIPA Tugas Pembantuan'

(2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama

Menteri f"o*g* selaku Bendahara Umum Negarl menelaah

kesesuaian tcorrJep DIPA dengan SRAA dll gengesahkan Konsep

DIPA Satuan Kerja vertikal dan-Konsep DIPA Dekonsentrasi'
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Pasal Ll"

(1) Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja belum

menyampaikan Konsep DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

maka:

a. Direktur Jenderal Perbendaharaan tetaP menerbitkan Surat

Pengesahan DIPA sebagai DIPA Sementara yedrlg dilampiri 5o*"p
DIPA yang dibuat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan tetap

menerbitkan Surat Pengesahan DIPA sebagai DIPA Sementara

yang dilampiri Konsep DIPA yang dibuat oleh Kepala Kantor

Witiyatr Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan SRAA.

(2) Dana yang dapat dicairkan atas DIPA Sementara sebagaimana

dimaksud pada- ayat (1), dibatasi untuk pembayaran gaji pegawai,

pengeluaran keperluan sehari-hari perkantorcrt, daya dan iasa, serta

lauk pauk / bahan' makanan.

Pasal 12

(t) Penjabaran mengenai petunjuk penyuslrftm dan peneLaahan RKA-KL

Tahun Anggiran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan

dalam rampiran I yang fidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

Keuangan ini.

(2\ Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan

DIPA Tahun Anggaran 2010 adalah sebagirimana diTgPkan

dalam Lampiran liyang ddak terpisahkan dari Peraturan Menteri

Keuanganini.

Pasal L3

(1) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukT- d"!T rangka pelaksanaan

penyusuniu:r dan penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2010

sebagaimana dimaksud dalam Pasal t2 ayat (1) diatur dengan

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran

(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka Penyusuniu:t'
penelaahan, pengesahan, dan pelakl*ul^ -DIPA 

Tahun Anggaran

ZO1O sebag"i-rr; dimaksud datam Pasal !2 ayat (2) diatur dengan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan'

Pasal L4

Pada saat Peraturan Menteri l(euangan ini mulai berlaku, Lampiran Ld*
Lampiranl lPeraturanMenter iK"oungu' 'Ng- lqor105/PMK.02/2008
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Penyusunan,

penelaahan, p"rg"ru1{u'' dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2009 dnyatakan

masih tetap berlaku, sepaniang tidak diatur kembali dalam Peraturan

Menteri Keuangan ini.
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Pasal L5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku Pada tanggul

diundangkan.

Agur setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indcinesia.

Ditetapkan di Jakarta
r.\t.. pada tanggal 7 JuLL 2009

,MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYAM INDRAWATI

Diundangkan di ]akarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO9 NOMOR



  
MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 

PETUNJUK PENYUSUNAN, PENELAAHAN RENCANA KERJA 

DAN ANGGARAN KEMENTERIAN LEMBAGA (RKA-KL) 

TAHUN ANGGARAN 2010 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas telah 
mengamanatkan bahwa Pemerintah menyusun anggaran dengan menggunakan 3 (tiga) 
pendekatan penganggaran dan 3 (tiga) klasifikasi anggaran. Tiga pendekatan 
penganggaran dimaksud adalah: anggaran terpadu (unified budget), kerangka 
pengeluaran jangka menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) dan 
penganggaran berbasis kinerja/PBK (Perfomance Based Budgeting/PBB). Sedangkan 3 (tiga) 
klasifikasi anggaran meliputi: klasifikasi fungsi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi 
ekonomi atau jenis belanja.  

Selanjutnya penyusunan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan 
penganggaran yang lebih dikenal sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (RKA-KL) serta dokumen pelaksanaan anggaran yang lebih dikenal 
sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan sistem penganggaran selama tahun 2009, 
terdapat beberapa perubahan dalam proses penyusunan anggaran. Perubahan tersebut 
meliputi hal-hal baru dalam penganggaran 2010 dan beberapa penyempurnaan. 

 Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tersebut, maka perlu disusun 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL 2010 yang akan menjadi pedoman dalam 
melaksanakan penganggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010. 

 
B. Beberapa Pertimbangan  

Beberapa pertimbangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan Petunjuk Penyusunan 
dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran  2010 antara lain: 
1. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran; 
2. Mengimplementasikan komitmen pemerintah terhadap kesepakatan global dalam 

kerangka Milenium Development Goals (MDG’s); 
3. Menyempurnakan/memantapkan penerapan reformasi penganggaran sesuai amanat 

UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan 
4. Mengakomodir solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam 

pelaksanaan. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, Petunjuk Penyusunan 
dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran  2010 diharapkan dapat menjadi : 
1. Pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun RKA-KL sesuai 

dengan Pagu Sementara/Pagu Definitif yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 
2. Pedoman bagi Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan tugas penelaahan. 

  
LAMPIRAN  I 

PERATURAN    MENTERI   KEUANGAN 
NOMOR   119 / PMK.02 / 2009 TANGGAL 7 
JULI 2009 TENTANG PETUNJUK    
PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN 
RENCANA  KERJA DAN        ANGGARAN  
KEMENTERIAN  NEGARA   /  LEMBAGA    
(RKA-KL)            DAN      PENYUSUNAN,    
PENELAAHAN,    PENGESAHAN,   DAN   
PELAKSANAAN    DAFTAR         ISIAN    
PELAKSANAAN ANGGARAN   (DIPA)    
TAHUN     2010 
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Kedua tujuan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara 
yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan 
sesuai dengan kaidah-kaidah good governance. 

 
C. Ruang Lingkup 

 

Secara substansi Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran  2010 
hanya mengatur hal-hal baru dalam penganggaran tahun 2010 dan beberapa 
penyempurnaan. Sementara itu, hal-hal yang diatur dalam PMK No.105/PMK.02/2008 
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2009 masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam petunjuk untuk tahun 2010.  

Ruang lingkup materi Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran  
2010 secara ringkas meliputi:  
1. Hal-hal baru dalam penganggaran 2010 antara lain: penerapan anggaran responsif 

gender (ARG), penggunaan hasil monitoring-evaluasi dalam pengalokasin anggaran; 
informasi pengadaan barang jasa K/L melalui proses pelelangan; dan kriteria 
pengadaan seragam kerja dan pemasangan iklan layanan masyarakat.  

2. Beberapa Penyempurnaan berupa: pemantapan penganggaran kegiatan 
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, pemantapan penganggaran satker Badan Layanan 
Umum (BLU), pemantapan penganggaran kegiatan yang dananya bersumber dari 
PNBP; penganggaran Belanja Pegawai pada perwakilan RI di luar negeri, dan 
penegasan penggunaan jenis belanja Bantuan Sosial. 

   
D. Dasar Hukum  

 

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Petunjuk Penyusunan dan 
Penelahaan RKA-KL Tahun 2010 peraturan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk 
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2009 dan beberapa peraturan yang terkait 
dengan peneyempurnaan. Peraturan-peraturan dimaksud antara lain:  
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman 

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; dan   

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan 
Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. 

 
E. Sistematika 

 

Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA-KL Tahun 2010 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 

Bab I    :  Pendahuluan 
A. Latar Belakang 
B. Beberapa Pertimbangan  
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C. Ruang Lingkup 
D. Dasar Hukum 
E. Sistematika 

Bab II   :  Hal-hal Baru dalam Pengangaran 2010 dan Beberapa Penyempurnaan 
A. Hal-hal Baru dalam Penganggaran 2010 

1. Penerapan Anggaran Responsif Gender 
2. Penggunaan Hasil Monitoring-Evaluasi dalam Pengalokasian Anggaran 
3. Kriteria Pengadaan Seragam Kerja dan Pemasangan Iklan Layanan 

Masyarakat 
4. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa K/L Melalui Proses Pelelangan 

B. Beberapa Penyempurnaan 
1. Pemantapan Penganggaran Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan 
2. Penganggaran Satker Badan Layanan Umum (BLU) 
3. Penganggaran Kegiatan yang Didanai dari PNBP 
4. Penganggaran Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di LN 
5. Penegasan Mengenai Penggunaan Jenis Belanja Bantuan Sosial 

Bab III  : Tata Cara Penyusunan RKA-KL 
A. Proses Penyusunan  

1. Anggaran Responsif Gender 
2. Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
3. Satker Badan Layanan Umum (BLU) 
4. Kegiatan yang Dananya Bersumber dari PNBP 

B. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan  
1. Penggunaan Hasil Monitoring dan Evaluasi dalam Pengalokasian 

Anggaran 
2. Kriteria Pengadaan Seragam Kerja dan Pemasangan Iklan Layanan 

Masyarakat 
3. Penganggaran Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di LN 
4. Penegasan mengenai penggunaan jenis belanja Bantuan Sosial 
5. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa K/L Melalui Proses Pelelangan 

Bab IV  : Tata Cara Penelahaan RKA-KL 
A. Proses Penelaahan 

1. Anggaran Responsif Gender 
2. Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
3. Satker Badan Layanan Umum (BLU) 
4. Kegiatan yang Dananya Bersumber dari PNBP 

B. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan 

Bab V    : Penutup 
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BAB  II 

HAL-HAL  BARU DALAM PENGANGGARAN TAHUN 2010  
DAN BEBERAPA PENYEMPURNAAN 

 

Subtansi yang diatur dalam Bab II ini difokuskan untuk menjelaskan hal-hal baru dalam 
penganggaran Tahun 2010 dan beberapa penyempurnaan. Penjelasan hal-hal baru dimaksud 
meliputi: latar belakang, konsep, dan hal-hal yang perlu diketahui berkenaan dengan hal-hal 
baru dimaksud. Sedangkan untuk hal-hal yang mengalami penyempurnaan, dijelaskan 
bagaimana penyempurnaan tersebut akan dilaksanakan dalam penganggaran tahun 2010. 
Penjelasan rinci mengenai kedua hal tersebut sebagaimana uraian di bawah ini. 

 

A. Hal-hal Baru dalam Penganggaran Tahun 2010 

1. Penerapan Anggaran Responsif Gender  

Sejalan dengan kesepakatan baik di tingkat global/dunia maupun kesepakatan 
nasional1, Pemerintah menguji-cobakan penerapan ARG kepada 7 (tujuh) K/L pada 
tahun 2010. Ketujuh K/L tersebut, yaitu: Departemen Pendidikan Nasional; 
Departemen Pekerjaan Umum; Departemen Kesehatan; Departemen Pertanian; 
Departemen Keuangan; Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Bappenas; dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Penerapan 
ARG bagi 7 (tujuh) K/L dilaksanakan sepanjang K/L tersebut dapat menyiapkan 
dokumen sebagaimana diatur dalam buku pedoman ini. 
Penyusunan anggaran responsif gender oleh K/L dilakukan dengan melengkapi 
kerangka acuan kegiatan/TOR dengan Pernyataan Anggaran Gender (GBS). GBS 
merupakan suatu dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif 
gender dan didahului dengan analisa gender. 

Penerapan ARG tersebut di atas merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan 
partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan hasil pembangunan 
antara perempuan dan laki-laki. Upaya perbaikan dari kondisi dimaksud dikenal 
dengan nama pengarusutamaan gender (gender mainstreaming), yaitu upaya yang 
dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari 
perencanaan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program 
pembangunan nasional di semua instansi dan lembaga pemerintah pusat dan daerah 
(Inpres Nomor 9 Tahun 2000). 

Konsep Gender dan Pengertian  

Gender merujuk pada arti sosial bagaimana menjadi perempuan atau laki-laki sebagai 
hasil dari cara dibesarkan; diajari berperilaku; dan diharapkan untuk berperan 
‘menjadi perempuan’ dan ‘menjadi laki-laki’ menurut budaya masyarakatnya. 

                                                 
1 Millennium Development Goals (2000) dan penetapan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 
dalam Pembangunan Nasional. 

 



  
MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 

- 5 - 
 

 

Gender merupakan konsep yang dinamis karena budaya masyarakat beragam dan 
berubah terkait dengan: suku bangsa, kelas sosial-ekonomi, usia, zaman, situasi krisis; 
dan berdampak terhadap hubungan gender, peran, status dan tanggung jawab. 

Berdasarkan konsep tersebut di atas maka, yang disebut dengan anggaran responsif 
gender adalah anggaran yang memberi/mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal: 

a. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki (dengan  mempertimbangkan peran dan 
hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat (dari program 
pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan 
mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya.  

b. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam 
memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.  

Kerangka Logis  

ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran. ARG lebih 
menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan tersebut 
berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang 
bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. ARG bekerja dengan cara 
menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan 
kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan 
perempuan serta kebutuhan lelaki secara memadai. 

Oleh karena itu ARG melekat pada struktur program dan kegiatan yang ada dalam 
RKA-KL. Suatu output kegiatan akan mendukung pencapaian hasil terukur dan 
outcome program. Hanya saja muatan/substansi kegiatan dalam struktur RKA-KL 
tersebut dilihat dari sudut pandang/perspektif gender.  

2. Penggunaan Hasil Monitoring-Evaluasi dalam Pengalokasian Anggaran  

Sebagaimana diamanatkan dalam PP 21/20042 bahwa Menteri Keuangan cq. Ditjen 
Anggaran memiliki tugas untuk menyusun pedoman yang mendukung pemanfaatan 
sumber daya secara efisien. Selanjutnya setiap K/L mempunyai kewajiban untuk 
melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Monitoring 
dimaksud dilakukan melalui penelitian dan kajian atas pelaksanaan suatu 
program/kegiatan pada tahun berkenaan dan/atau hasil evaluasi yang dilaksanakan 
oleh K/L atas pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya. Hasil 
monitoring dan evaluasi tersebut akan digunakan sebagai alat untuk  perbaikan 
perencanaan tahun yang direncanakan. 

3. Kriteria Pengadaan Seragam Kerja dan Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat  

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran maka, pengaturan  
mengenai pengalokasian anggaran untuk pengadaan seragam kerja pada unit 
organisasi dan pemasangan iklan layanan masyarakat perlu diatur kriterianya secara 
tegas.  

 

                                                 
2 Penjelasan PP No.21/2004, pada bagian I. Umum, sub bagian 2. Lingkungan yang Mendukung   
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4. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa K/L Melalui Proses Pelelangan 

Dalam  rangka transparansi dan percepatan pengadaaan barang dan jasa K/L melalui 
proses pelelangan, informasi mengenai rencana pengadaan terhadap paket-paket 
kegiatan tersebut harus dicantumkan pada saat penysunan RKA-KL melalui program 
Aplikasi RKA-KL 2010.   
  

B. Beberapa Penyempurnaan 
  

Penyempurnaan dalam proses penyusunan dan penelaahan RKA-KL 2010 bersifat 
penegasan atau perubahan atas petunjuk yang ada sebelumnya. Beberapa 
penyempurnaan tersebut meliputi: 

1. Pemantapan Penganggaran Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  

Sejalan dengan PMK No.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  maka, penyusunan dan penelaahan RKA-KL 
2010 yang berkenaan dengan hal tersebut mengalami perubahan/penyempurnaan. 
Perubahan/penyempurnaan tersebut meliputi: kriteria kegiatan DK atau TP; alokasi 
kebutuhan anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas administratif; serta hal-hal 
yang menjadi perhatian dalam proses penyusunan dan penelaahan RKA-KL 2010. 

2. Penganggaran Satker Badan Layanan Umum (BLU) 

Sejalan dengan PMK No.44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran 
serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum maka, penyusunan dan 
penelaahan RKA-KL BLU mengalami perubahan/penyempurnaan. 
Perubahan/penyempurnaan tersebut meliputi: penerapan standar biaya dan poin-
poin yang menjadi fokus penelaahan RBA. 

Dalam rangka penyusunan dan penelaahan RBA, perencana perlu memahami tujuan 
BLU. Tujuan BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 
dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip 
ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Yang 
dimaksud dengan praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi 
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka 
pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan3. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, pendirian BLU adalah sebagai alat untuk 
meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan 
berbasis pada hasil, dan bukanlah semata-mata sarana untuk mengejar fleksibilitas 
dalam pengelolaan keuangan. Bentuk peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat/publik berupa tarif/ harga layanan yang terjangkau oleh masyarakat 
dengan kualitas layanan yang baik, cepat, efisien dan efektif.  

 
                                                 
3 PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
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3. Penganggaran Kegiatan yang Didanai dari PNBP 

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan transparansi pengelolaan anggaran yang 
dananya berasal dari PNBP maka, perlu adanya penyempurnaan mekanisme dan 
penelaahan RKA-KL 2010. Penyempuranaan tersebut mencakup poin-poin yang 
perlu mendapat perhatian dalam penyusunan dan penelaahan RKA-KL.  

4. Penganggaran Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di LN meliputi:  

a. Pengaturan mengenai penganggaran belanja pegawai bagi pejabat dinas LN pada 
perwakilan RI di LN baik untuk komponen maupun besarannya mengikuti 
peraturan perundangan yang berlaku.  

b. Alokasi Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk alokasi 
anggaran untuk gaji lokal staf. Penuangan alokasi anggaran dalam RKA-KL 
untuk gaji lokal staf menggunakan Akun belanja Belanja Lokal Staf (kode 511149). 

5. Penegasan Mengenai Penggunaan Jenis Belanja Bantuan Sosial  

Dalam rangka meningkatkan good governance terhadap penggunaan jenis belanja 
Bantuan Sosial, maka dalam penyusunan RKA-KL 2010 dokomen pendukung yang 
disusun berupa KAK/TOR harus secara tegas menjelaskan siapa yang akan 
menerima manfaat dari kegiatan tersebut (beneficiaries) dan dimaksudkan untuk 
mencegah terjadinya risiko sosial. 
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BAB III 

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-KL 

 

Materi buku pada bab ini menjelaskan mengenai cara penyusunan RKA-KL yang terkait 
dengan hal-hal baru yang akan diterapkan dalam penganggaran Tahun 2010 dan beberapa 
penyempurnaan sebagaimana diuraikan dalam Bab II. Penjelasan mengenai hal tersebut 
sebagaimana uraian di bawah ini. 

 

A. Proses Penyusunan  

1. Anggaran Responsif Gender 
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-KL berkenaan 
dengan anggaran responsif gender yaitu: 

1. Kriteria Kegiatan yang Menjadi Fokus ARG 

Ada 2 jenis subkegiatan pada suatu kegiatan yang menjadi fokus ARG dalam 
rangka uji-coba 7 (tujuh) K/L:  
a. Kegiatan dalam rangka pelayanan (service delivery) 

K/L yang masuk dalam kelompok ini meliputi: Departemen Pendidikan 
Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, dan 
Departemen Pertanian. Namun demikian tidak semua unit organisasi dalam 
K/L tersebut yang melaksanakan ARG tetapi hanya pada unit organisasi yang 
melaksanakan tugas-tugas teknis. Contohnya, subkegiatan pada kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Non-Formal dan Informal pada 
Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Kegiatan capacity building dan advokasi gender 
K/L yang masuk dalam kelompok ini meliputi: Departemen Keuangan, 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan 
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Pada kelompok K/L ini tidak 
membedakan antara unit organisasi teknis ataupun pendukung (seperti 
sekretariat jenderal atau inspektorat jenderal). Yang menjadi perhatian adalah 
subkegiatan pada kegiatan yang melaksanakan  capacity building dan advokasi 
gender. 

2. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan 
setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan 
gender). 

3. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk 
pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan 
dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Prinsip 
tersebut mempunyai arti:   

a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; 
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b. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran 
dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan; 

c. ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi anggaran; 

d. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk 
program perempuan; 

e. Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus 
pemberdayaan perempuan; 

f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk 
setiap kegiatan; 

g. Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar 
menjadi responsif gender. 

Mekanisme ARG dalam Penyusunan RKA-KL 

K/L menyusun RKA-KL yang memuat upaya perwujudan kesetaraan gender dengan 
menyiapkan hal-hal sebagai  berikut: 

1. Gender Budget Statement (GBS) 

GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif 
terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan 
bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Untuk kegiatan 
yang responsif gender, GBS merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan 
(terms of reference), yang selanjutnya disebut TOR. Penyusunan GBS mengacu pada 
format sebagaimana Lampiran Tabel Bab III. 

2. TOR  

Untuk kegiatan yang telah dibuat GBS-nya, maka TOR dari subkegiatan yang 
relevan dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender mencakup grup-grup akun 
yang telah diuraikan pada GBS tersebut. 

Secara operasional, perencana memasukkan perspektif gender pada beberapa 
bagian TOR sebagai berikut : 
a. Dalam menyusun TOR tetap memakai alat analisis seperti biasanya (5W+1H), 

ditambah dengan penganalisaan tentang ada tidaknya isu gender dalam 
kegiatan tersebut; 

b. Agar TOR yang disusun berperspektif gender, perencana hendaknya 
memasukkan isu gender pada bagian : 

i). Latar belakang menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh 
kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;  

ii). Tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang 
akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan; 

iii). Pelaksanaan kegiatan menjelaskan upaya pelibatan atau konsultasi dengan 
kelompok sasaran laki-laki dan perempuan; 
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iv). Kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi 
output harus sesuai dengan tujuan kegiatannya. 

2. Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

Pengalokasian anggaran dalam RKA-KL untuk kegiatan-kegiatan K/L yang 
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui mekanisme DK dan 
TP,  disamping mengacu pada PMK No.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman 
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, juga mengacu pada 
PMK No.105/PMK.05/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan 
RKA-KL Tahun 2009.  

Pengalokasian anggaran dalam rangka penyusunan RKA-KL 2010 dengan 
menggunakan mekanisme DK/TP perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-KL, dan sepenuhnya 

dari APBN melalui RKA-KL/DIPA; 
b. K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping; 
c. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang 

disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan 
dan/atau ditugaskan; 

d. Dana Dekon dilaksanakan setelah adanya pelimpahan  wewenang Pemerintah 
melalui K/L kepada Gubernur; 

e. Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah melalui 
K/L kepada  Gubernur/Bupati/Walikota; 

f. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus 
memperhitungkan kebutuhan anggaran:   
i).   Biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; 
ii).   Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang 

belum dihibahkan; 
iii).   Honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi dan/atau dana 

tugas pembantuan;dan 
iv). Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 
g. Pengalokasian Dana Dekon dan Dana TP memperhatikan kemampuan keuangan 

negara, keseimbangan pendanaan di daerah (besarnya transfer ke daerah dan 
kemampuan keuangan daerah), dan kebutuhan pembangunan di daerah; 

h. Karakteristik DK 
Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak 
menambah aset tetap. Kegiatan non-fisik, antara lain berupa: sinkronisasi dan 
koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, 
supervisi, penelitian dan survei, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. 

i. Karakteristik TP 
Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah 
aset tetap. Kegiatan fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan 
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mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik 
lainnya. Sedangkan kegiatan bersifat fisik lainnya, antara lain pengadaan barang 
habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau 
sejenisnya, termasuk barang bansos yang diserahkan kepada masyarakat, serta 
pemberdayaan masyarakat. 

j. Pengalokasian Dana Penunjang  
i). Sebagian kecil dana DK/TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk 

pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang 
habis pakai dan/atau aset tetap; 

ii). Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas 
kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan 
karakteristik kegiatan masing-masing K/L. 

3. Satker Badan Layanan Umum (BLU) 

Penyusunan RKA-KL untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satker BLU, 
disamping mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.05/2009 
tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU, juga 
mengacu pada PMK No.105/PMK.05/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 
RKA-KL Tahun 2009.  

Dalam  rangka penyusunan anggaran satker BLU agar memperhatikan hal–hal 
sebagai berikut : 

a. Satker BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada strategi bisnis;  

b. RBA BLU memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, 
anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal dan estimasi saldo akhir kas 
BLU; 

c. RBA disusun berdasarkan : 

i). Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan  

ii). Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari 
masyarakat. 

d. Satker BLU yang telah mampu menyusun standar biaya menurut jenis layanannya 
berdasarkan perhitungan akuntansi biaya maka penyusunan RBA-nya 
mengunakan standar biaya tersebut, sedangkan untuk satker BLU yang belum 
mampu menyusun standar biaya, RBA disusun berdasarkan SBU;  

e. Pagu dana pada ikhtisar RBA pada komponen PNBP dan Rupiah Murni (RM) 
harus sama dengan alokasi anggaran pada pagu sementara.  

4. Kegiatan yang Dananya Bersumber dari PNBP   

Dalam rangka pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP 
(bukan satker BLU) maka, tata cara penyusunannya dalam RKA-KL 2010 diatur 
sebagai berikut :  
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a. Nomenklatur kegiatan yang anggarannya bersumber dari PNBP  menggunakan 
nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel referensi pada Aplikasi RKA-KL; 

b. Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-KL mengacu pada: 

i). Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L; 
ii). Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan 

Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP; dan 
iii). Pagu penggunaan PNBP.  

c. Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan dalam 
rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.  

 
B. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan  
  

1. Penggunaan Hasil Monitoring dan Evaluasi dalam Pengalokasian Anggaran  

Dalam proses penyusunan RKA-KL 2010, K/L diharapkan menggunakan hasil 
monitoring dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan tahun 
sebelumnya. Tujuannya adalah agar K/L dapat memanfaatkan sumber daya secara 
efisien dan lebih optimal.  

2. Kriteria Pengadaan Seragam Kerja dan Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat   

Kegiatan/subkegiatan ataupun rincian kegiatan yang dibatasi dalam RKA-KL 2010 
masih mengacu pada PMK 105/PMK.02/2008 dengan beberapa tambahan 
pembatasan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :   
a. Pengalokasian anggaran untuk pengadaan seragam kerja pada suatu unit 

organisasi dapat dilakukan sepanjang menaati kriteria:  

i). Adanya dasar hukum yang jelas (minimal setingkat Peraturan Presiden dan 
diperkuat penetapan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara) sebagai organisasi yang mewajibkan pegawainya untuk berseragam; 
dan  

ii). Unit dimaksud mempunyai tugas khusus yang berhubungan dengan 
keamanan, pertahanan, keselamatan serta pengawasan dan pemeriksaan.  

b. Pengalokasian anggaran untuk iklan layanan masyarakat dapat dilakukan hanya 
untuk : 
i). Iklan yang mengajak/mendorong partisipasi masyarakat untuk turut aktif 

dalam pelaksanaan dan pengawasan program/kebijakan Pemerintah. 
Contohnya, iklan mengenai: cara penanggulangan suatu penyakit menular, 
mendukung keberhasilan program pendidikan sembilan tahun, ajakan untuk 
berpartisipasi dalam PEMILU  atau bayar pajak; dan  

ii). Tetap mempertimbangkan bahwa manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan 
lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.  
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3.   Penganggaran Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di LN  

Alokasi anggaran untuk gaji lokal staf pada Perwakilan RI di luar negeri masuk 
dalam kelompok Belanja Pegawai. Penuangannya dalam RKA-KL untuk gaji lokal 
staf menggunakan Akun belanja Belanja Lokal Staf (kode 511149). 

4. Penegasan Mengenai Penggunaan Jenis Belanja Bantuan Sosial  

Penggunaan jenis belanja Bantuan Sosial dalam penyusunan RKA-KL 2010 
difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang peruntukannya dimaksudkan untuk 
mencegah terjadinya resiko sosial. Disamping itu, penerima manfaat dari 
pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah masyarakat atau kelompok masyarakat yang 
mengalami dampak sosial. 

Informasi mengenai siapa penerima manfaat dan dampak resiko sosial apa yang 
akan dapat diatasi, diuraikan secara jelas dalam penyusunan TOR sebagai dokumen 
pendukung RKA-KL yang bersangkutan.     

5. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa K/L Melalui Proses Pelelangan 

Sebagai bentuk transparansi kegiatan pemerintahan, K/L diharapkan memberi 
informasi mengenai rencana pengadaaan barang dan jasa melalui proses pelelangan. 
Kriteria pengadaan barang dan jasa melalui kontraktual yang perlu diinformasikan 
meliputi: nilai pengadaan barang dan jasa di atas 100 juta; dan rencana waktu 
pelaksanaan pengadaannya. Informasi tersebut dicantumkan pada saat penyusunan 
RKA-KL. 
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Lampiran Tabel Bab III.1. Format GBS dan Cara Penyusunannya 

GENDER BUDGET STATEMENT  
(Pernyataan Anggaran Gender) 

Nama K/L  : ……………………… 
Unit Organisasi : ……………………… 
Program   Nama program yang ada pada K/L 
Kegiatan  Nama Kegiatan sebagai penjabaran 

program 
Sub-kegiatan  Nama sub-kegiatan sebagai penjabaran 

lebih lanjut dari kegiatan dan/atau 
bagian/tahapan kegiatan 

Analisa Situasi 
(diharapkan tersedia angka 
kelompok sasaran baik laki-laki 
maupun  perempuan. Jika tidak 
hanya berupa gambaran bahwa 
subkegiatan yang akan 
dilaksanakan mempunyai 
pengaruh kepada kelompok 
sasaran) 

 Uraian ringkas yang menggambarkan  
persoalan yang akan 
ditangani/dilaksanakan  oleh 
subkegiatan, dengan menekankan 
uraian pada aspek gender dari 
persoalan tersebut. 

Perencanaan Kegiatan 
(Dipilih hanya pada Grup Akun 
yang secara langsung mengubah 
kondisi kesenjangan gender)  

Grup Akun 1 Berisikan bagian/tahapan kegiatan yang 
diharapkan dapat menangani persoalan  
gender yang telah diidentifikasi dalam 
analisa situasi. 

 Indikator input Minimal berisikan 1 indikator input bagi 
bagian/tahapan kegiatan yang relevan 
dengan persoalan gender yang telah 
diidentifikasi 

 Indikator 
Output 

Minimal berisikan 1 indikator output 
bagi bagian/tahapan kegiatan yang 
relevan dengan persoalan gender yang 
telah diidentifikasi  

 Grup Akun 2 Berisikan bagian/tahapan kegiatan yang 
diharapkan dapat menangani persoalan 
gender yang telah diidentifikasi dalam 
analisa situasi. 

 Indikator Input Minimal berisikan 1 indikator input bagi 
bagian/tahapan kegiatan yang relevan 
dengan persoalan gender yang telah 
diidentifikasi 

 
 

Indikator 
Output 

Minimal berisikan 1 indikator output 
bagi bagian/tahapan kegiatan yang 
relevan dengan persoalan gender yang 
telah diidentifikasi  
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 Dst…  
Anggaran Kegiatan dan Sub- 
kegiatan 
 

 Jumlah anggaran yang dialokasikan 
pada kegiatan/sub-kegiatan secara 
menyeluruh, maupun jumlah yang 
dialokasikan untuk bagian/tahapan 
kegiatan spesifik yang terkait aspek 
gender (bila ada informasinya) 

Indikator Outcome atau  
dampak/hasil secara luas 
(dapat juga sebagai kontribusi 
pencapaian outcome pada tingkat 
kegiatan atau program) 
 

 2-3 indikator yang relevan dengan aspek 
gender yang telah diidentifikasi 
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Lampiran Tabel Bab III.2. Contoh GBS 
 

GENDER BUDGET STATEMENT  
(Pernyataan Anggaran Gender) 

 
Kementerian Negara/Lembaga : Departemen Kesehatan 
Unit Organisasi   : Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

  Lingkungan 

  
Program  Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 

 
Kegiatan  Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 

 Sub-kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam 
Berdarah Dengue (DBD) 

 
Analisis Situasi  

 

Meningkatnya Kejadian Luar Biasa DBD di berbagai 
wilayah menyebabkan tingginya angka kesakitan dan 
kematian penduduk akibat DBD. Pola distribusi 
penderita DBD mengindikasikan adanya persoalan 
gender seperti terlihat dari data berikut: 
• Angka kesakitan pada laki-laki (54/100.000 

penduduk) lebih tinggi dibanding pada perempuan 
(35/100.00 penduduk).  
Angka kesakitan DBD per kelompok umur sbb : 
- Umur < 1 tahun : laki-laki 62%, perempuan 38% 
- Umur 1-4 tahun : laki-laki 58%, perempuan 42% 
- Umur 5-14 tahun : laki-laki 57 %, perempuan 

43% 
- Umur > 15 tahun : laki-laki 66%, perempuan 

34% 
• Angka kematian DBD pada perempuan lebih tinggi 

dibanding laki-laki (berikan angkanya) 
Ada penelitian imunologi yang menunjukkan bahwa 
sistem kekebalan tubuh lelaki lebih rentan terhadap 
DBD dibandingkan perempuan. Ada indikasi bahwa 
lebih tingginya angka kematian DBD pada 
perempuan berkaitan dengan adanya kecenderungan 
penderita perempuan dibawa ke RS ketika kondisi 
sudah lebih parah. Diperkirakan hal ini terkait 
dengan peran perempuan selaku cargiver di 
keluarganya yang kemudian cenderung 
menomorduakan kesehatan dirinya. Perlu penelitian 
lebih lanjut tentang pemahaman umum berkaitan 
dengan cara jangkit DBD serta cara pandang di 
masyarakat terkait dengan penanganan terhadap 
lelaki dan perempuan jika terkena penyakit DBD. 
Di banyak tempat, terjadi kesulitan mendapatkan 
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Tenaga Jumantik (Juru Pemantau Jentik) laki-laki 
karena persepsi bahwa kader kesehatan berasal dari 
PKK yang umumnya adalah perempuan yang 
melakukan tugas secara sukarela (tanpa bayaran). 
Padahal medan pemantauan jentik ada yang cukup 
berat dan sulit dijangkau oleh Jumantik perempuan.  

 
Kegiatan yang 
direncanakan  

Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko 
(hendaknya disusun berdasar hasil penelitian tentang 
pemahaman umum berkaitan dengan DBD, dan cara 
penanganan yang berperspektif gender) 
 

 Grup Akun 1 

Penyediaan Tenaga Jumantik: 
- pastikan bahwa petugas terdiri dari perempuan dan 

laki-laki agar pemantauan jentik dapat dilakukan di  
seluruh medan yang perlu dicakup; 

- libatkan diskusi dengan target pemanfaat 
perempuan dan laki-laki 

 Indikator Input 1 Tersedianya Tenaga Jumantik laki-laki dan 
perempuan di kelurahan 

 Indikator Output 1 100% wilayah dipantau secara rutin oleh Jumantik 
laki-laki dan perempuan 

 
 Grup Akun 2 

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
- Pelatihan Tenaga Penyuluh: libatkan penyuluh 

perempuan dan laki-laki, serta pastikan anggota 
masyarakat/keluarga terlibat dalam pelatihan 

- Penyediaan Media Penyuluhan: agar efektif, 
pastikan bahwa media penyuluhan yang berbeda 
diberikan pada kelompok sasaran yang 
memerlukan media dan informasi yang berbeda, 
sedangkan cara distribusinya disesuaikan dengan 
kebiasaan yang berbeda dari masing-masing 
kelompok sasaran. 

 Indikator Input 2 

- Tersedianya tenaga penyuluh kesehatan laki-laki 
dan perempuan 

- Tersedianya media penyuluhan yang sesuai untuk 
masing-masing kelompok sasaran  

 Indikator Output 2 
Pelaksanaan penyuluhan yang efektif kepada 
kelompok sasaran yang relevan (dewasa & anak 
sekolah, perempuan & laki-laki, miskin & kaya) 

 Grup Akun 3 

Tata Laksana Penderita : 
- Penyediaan layanan kesehatan: pastikan pelayanan 

memadai bagi kelompok keluarga miskin, 
kelompok perempuan yang saat terjangkit DBD 
sedang hamil; pastikan tidak terdapat kontra-
indikasi atas pemakaian obat tertentu. 

- Jamkesmas bagi  Keluarga Miskin: pastikan bahwa 
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keluarga miskin mendapatkan Jamkesmas dengan 
pelayanan yang adil dan kualitas yang sama 
dengan layanan bagi pemanfaat lain; pastikan 
bahwa keluarga miskin yang dikepalai perempuan 
juga mendapat akses dan pelayanan serta manfaat 
yang sama dengan pemanfaat yang lain. 

  Indikator Input 3 Tersedianya sarana pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat miskin 

 Indikator Output 3 
Tertanganinya seluruh penderita DBD dengan 
layanan berkualitas, baik perempuan dan laki-laki, 
miskin dan kaya 

Anggaran sub-
kegiatan  Rp. 1.000.000,- (contoh) 

 

Indikator 
Outcome atau  
dampak/hasil 
secara luas 
 

 

- Menurunnya angka kesakitan, baik penderita 
perempuan dan laki-laki, menjadi < 20/100.000 
penduduk; 

- Menurunnya Cash Fatality Rate, baik penderita 
perempuan dan penderita laki-laki, menjadi < 1%; 
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BAB IV 

TATA CARA PENELAAHAN RKA-KL 

 

Bab ini menjelaskan mengenai cara penelaahan RKA-KL yang terkait dengan hal-hal baru 
dalam pengalokasian anggaran Tahun 2010 dan beberapa penyempurnaan. Uraian mengenai 
hal tersebut sebagaimana penjelasan di bawah ini. 

 
A. Proses Penelaahan 

 
Penelaahan RKA-KL yang dilaksanakan oleh petugas penelaah DJA, terutama berkaitan 
dengan hal-hal baru dalam penganggaran Tahun 2010 dilaksanakan dengan mekanisme 
sebagai berikut : 

1. Anggaran Responsif Gender  

Petugas penelaah DJA melakukan penelaahan RKA-KL dengan memperhatikan 
dokumen GBS dan TOR yang disampaikan untuk menilai apakah keduanya telah 
konsisten. Penelaahan RKA-KL dengan muatan ARG dilakukan melalui langkah 
sebagai berikut:  

a. Suatu ARG berada pada tingkat subkegiatan; 

b. Isu kesenjangan gender dan gambaran perbaikannya tercermin dari uraian analisis 
situasi yang ada dalam GBS maupun isu gender dalam Kerangka Acuan Kegiatan 
(TOR); 

c. GBS minimal harus mencakup aspek-aspek seperti pada Lampiran Tabel Bab III; 

d. Meneliti adanya kesesuaian antara uraian GBS dengan TOR. Jika antara TOR dan 
GBS tidak sinkron, maka subkegiatan dimaksud belum dapat dikatakan responsif 
gender dan tidak dapat diproses untuk tahap selanjutnya. Oleh karena itu agar 
subkegiatan dimaksud memenuhi kriteria ARG maka, K/L harus memperbaiki 
TOR kegiatannya supaya sinkron dengan GBS-nya;  

e. Memutuskan apakah sub-kegiatan dimaksud sudah responsif gender atau belum 
berdasarkan butir b, c, dan d; 

f. Apabila telah responsif gender, petugas penelaah DJA meneliti kode (semacam 
atribut) yang telah dicantumkan dalam RKA-KL bahwa kegiatan/subkegiatan 
tersebut telah responsif gender. 

Untuk mempermudah proses penelaahan RKA-KL, petugas penelaah Ditjen 
Anggaran dapat membuat daftar (check list) atas pernyataan/pertanyaan sebagai 
berikut: 
a. Apa jenis kegiatan ARG yang akan dilaksanakan? Jenis kegiatan tersebut berupa 

service delivery atau capacity building dan advokasi gender; 
b. Apakah telah tersedia dokumen GBS yang didahului dengan analisa gender; 
c. Adanya isu gender yang dituangkan dalam TOR seperti: 
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i). Apakah pada bagian Latar Belakang telah dijelaskan mengenai permasalahan 
yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;  

ii). Apakah tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat 
yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan; 

iii). Apakah dalam pelaksanaan kegiatan telah menjelaskan pelibatan atau 
konsultasi dengan kelompok sasaran laki-laki dan perempuan; 

d. Apakah isu gender yang ada dalam TOR tersebut mempunyai 
keterkaitan/tertuang dalam GBS. Bagian GBS yang menghubungkan dengan 
dengan isu gender tersebut adalah:  
i). Analisa situasi, yang berisikan : 

a).  Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, manfaat, kontrol antara 
perempuan dan laki-laki; 

b). Gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi 
pemerintah) dan atau eksternal lembaga (masyarakat); 

yang keduanya dapat dihubungkan dengan bagian Latar Belakang dalam TOR;  
ii). Indikator Outcome yang dapat dihubungkan dengan bagian Tujuan Kegiatan 

dalam TOR; 
iii). Indikator Input atau Output yang dapat dihubungkan dengan bagian 

Pelaksanaan Kegiatan dalam TOR. 
2. Kegiatan Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) 

Penelaahan RKA-KL Tahun 2010 yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran 
kegiatan  melalui mekanisme DK/TP dilakukan dengan: 

a. Meneliti Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang program/kegiatan yang 
akan didekonsentrasikan/ditugaspembantuankan; 

b. Meneliti karakteristik kegiatan DK (kegiatan non fisik) dan kegiatan TP (kegiatan 
fisik); 

c. Meneliti pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan dalam RKA-KL termasuk 
biaya untuk: 

i). Biaya penyusunan dan pengiriman laporan SKPD; 

ii). Biaya operasional dan pemeliharaan aset atas hasil pelaksanaan kegiatan yang 
belum dihibahkan. Aset tetap dan aset tetap lainnya sebagai hasil pelaksanaan 
tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selama masih belum dihibahkan 
supaya disediakan alokasi biaya pemeliharaannya; 

iii). Honorarium pejabat pengelola keuangan; dan 

iv). Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan. 

3. Satker Badan Layanan Umum (BLU) 

Penelaahan RKA-KL Tahun 2010 yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran 
untuk Satker BLU dilaksanakan sebagai berikut: 
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a. Petugas penelaah Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan RKA-KL 
satker BLU dengan meneliti: 

i). Kesesuaian RKA-KL dengan besaran alokasi pagu sementara per program 
berdasarkan sumber dananya (PNBP dan Rupiah Murni) sebagaimana tertuang 
dalam ikhtisar RBA; 

ii).  Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan 
Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat; 

iii).  RBA  dan ikhtisar RBA dengan fokus pada : 

• Anggaran BLU dan standar biaya. Apabila satker BLU dapat menunjukkan 
bahwa standar biaya yang digunakan dalam penyusunan RBA telah 
berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis 
layanannya maka, pengalokasian anggarannya dalam RKA-KL dapat 
disetujui/diterima.  Sedangkan apabila satker BLU yang belum mampu 
menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi 
biaya menurut jenis layanannya maka, satker BLU menggunakan standar 
biaya umum (SBU).  
Selanjutnya bagi satker BLU yang telah menggunakan standar biaya 
berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis 
layanannya serta telah disetujui dalam penelaahan RKA-KL, maka standar 
biaya dimaksud agar diusulkan kepada Menteri Keuangan c.q. Ditjen 
Anggaran sebagai SBK untuk perencanaan penganggaran tahun yang akan 
datang.  

• Pencapaian kinerja Keuangan; 

• Besaran persentase ambang batas. Besaran persentase tersebut ditentukan 
dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU; dan   

• Informasi saldo awal. 

b. Penelaahan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan bersama antara Direktorat 
Jenderal Anggaran dengan unit yang berwenang pada Kementerian 
Negara/Lembaga serta satker BLU yang bersangkutan. 

c. Dalam pengkajian RBA, Direktorat Jenderal Anggaran dapat mengikutsertakan 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

d. Hasil kajian atas RBA, menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA-KL sebagai 
bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN. 

4. Kegiatan yang Dananya Bersumber dari PNBP 

Penelaahan kegiatan dalam RKA-KL Tahun 2010 yang dananya bersumber dari PNBP 
pada dasarnya sama dengan penelaahan kegiatan yang dananya bersumber dari 
rupiah murni atau bersumber dari PHLN. Oleh karena itu, mekanisme penelaahan 
yang dilaksanakan oleh Direktorat Anggaran I,II dan III diatur sebagai berikut:  
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a. Meneliti kesesuaian kegiatan yang dituangkan dalam RKA-KL dengan izin 
penggunaannya. 

b. Meneliti kesesuaian RKA-KL dengan besaran alokasi Pagu Sementara. 
c. Meneliti acuan peraturan perundangan yang ada meliputi : 

i). Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L; 
ii). Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan 

Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP; dan 
iii). Pagu penggunaan PNBP.  

d. Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan dalam 
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

e. Dalam rangka penelaahan dimaksud Direktorat Anggaran I, II dan III dapat 
mengikut sertakan Direktorat PNBP. 

 
B. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

1. Kerangka Acuan Kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)  

a. Pada prinsipnya setiap kegiatan yang menghasilkan kinerja dan dituangkan dalam 
RKA-KL harus dilengkapi dokumen TOR dan RAB. Khusus untuk kegiatan/sub 
kegiatan yang kebutuhan anggarannya telah ditetapkan dalam SBK maka TOR 
yang disusun tidak perlu dilengkapi dengan RAB; 

b. TOR menggambarkan rencana tindak pada tingkat subkegiatan dalam stuktur 
RKA-KL. TOR menjelaskan secara garis besar keterkaitannya dengan pencapaian 
output  pada tingkat kegiatan dan kontribusinya dalam mencapai hasil/dampak 
(outcome) pada tingkat program. Disamping itu TOR juga menjelaskan secara garis 
besar bagaimana subkegiatan tersebut dilaksanakan/didukung oleh rincian 
kegiatan yang ada di bawah subkegiatan, biasa disebut grup akun. 

c. RAB 
i). RAB merupakan penjelasan lebih lanjut unsur “how much” dari TOR; 

ii). RAB yang telah ditandatangani dituangkan dalam Kertas Kerja; 

iii). Petugas penelaah DJA meneliti/menelaah efisiensi pengalokasian anggaran 
subkegiatan sebagai tahapan/bagian kegiatan dengan cara membandingkan  
biaya (baik input/sub output pada tingkat subkegiatan dengan standar biaya 
(SBU dan/atau SBK) atau kewajaran harga jika input/sub output  biaya dalam 
kertas kerja tersebut tidak ada standar biayanya.   

2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi mengenai penggunaan 
anggaran yang bersifat strategis, maka dalam penyusunan RKA-KL Tahun 2010 
sistem aplikasi RKA-KL juga disiapkan untuk memfasilitasi pencantuman 
kode/atribut sesuai dengan tema-tema pembangunan atau hal khusus lainnya seperti 
: dalam rangka MDG’s, infrastruktur, pendidikan atau penanggulangan kemiskinan. 
Untuk itu, diharapkan seluruh satker dapat mencantumkan kode/atribut yang sesuai 
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat membantu dalam penyajian 
data kepada pimpinan.  
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BAB V 
PENUTUP 

 
 

Demikian petunjuk teknis ini disusun, dengan harapan dapat memperlancar pelaksanaan 
tugas penyusunan RKA-KL pada Kementerian Negara/Lembaga dan penyusunan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada Departemen 
Keuangan. 

Sebagai tambahan informasi bahwa penganggaran maka tahun 2011 akan menerapkan 
secara penuh hasil restrukturisasi program dan kegiatan yang selama tahun 2009 disusun 
oleh seluruh K/L atas dasar pendekatan fungsional. Salah satu hal yang mendasar dari 
pendekatan tersebut adalah setiap program dirancang secara spesifik untuk 
dilaksanakan/dipertanggungjawabkan hanya oleh satu unit organisasi eselon I saja. 
Disamping itu, format RKA-KL juga disempurnakan untuk mendukung penerapan tersebut 
dengan memberikan informasi kinerja pada masing-masing unit organisasi. Pengembangan 
sistem penganggaran dimaksud juga  didukung dengan landasan hukum Peraturan 
Pemerintah (PP) sebagai revisi PP No. 21 tentang penyusunan RKA-KL yang saat ini sedang 
dipersiapkan.  

 
       
 

        MENTERI KEUANGAN,  
 
                                                                                                
                                              
 
       SRI MULYANI INDRAWATI 

 



MENTER KEUANOAN
REPUgUK II{DONESIA

Pt Tlk|'t F{lH KEUA{G|I NofloR
119rPflK.|n2009 TEI{I MT pml}ur.x
PE nisu{rx Dr}t PB|ETAMI| FEt{cAl't^
KERJ O lt rt@ Rflt tcilElttH^x
l,tEGARt ' LgSlcr lE(^.tc) o n
PgIn $. Atl, PB€-l|l{lt{, PE,rcE$tul{
Drlr FE ||ctMAlt DtFTm FUti
PglrGtM lt lxoorR|rt pptlrAHt| 20lo

PETTJNJTJK PEI{YUSUNAN, PENELAAIIAN, PENGESAHAN. DAI{
PEI,AKSANAAN DAFTAR ISIAN PEI,AKSANAAN ANGGARAN @TPA)

TAHIJNANGGARAN 2OIO

BAB I

PNNDAIIULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang Nomor. 17 Tatrun 2003 tentang Keuangan

Negara dan undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negar4
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ApBlo pada suatu tahun

anggaran dimulai dengan penyusuun dan pengesahan dokumen pelaksanaan

anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjufiya disebut sebagai Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disusun oleh pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran berdasarkan RKA-KL yang telah disetujui oleh DpR dan
Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja pemerintah pusat dan
disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendatrara Umum Negara (BUN).

DIPA tersebut merrruat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, progranl dan
rincian kegiata4 anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan
rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerj4 serta perhraan pendapatan.

Dalarn proses pengesahan oleh Bendahara umum Negar4 terlebih dahulu
dilakukan penelaahan atas Konsep DIpA rmtuk menjamin kesesuaian Konsep DIpA
dengan Peratursr Presiden mengenai Rincian Anggaran Betanja pemerintah pusat,

ketentuan dalam pembayaran/pencairan dana dan standar akuntansi pemerintahan.

B. Tujuan

Petunjuk penlusrman, penelaatra4 dan pengesaharl dan pelakanaan DIpA
tahun anggaran 2010 disusun dengantujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaksanaan ApBN yang tertib, efisien, efektif, transparan,

akuntabel, dan taat pada peraturan penmdang-undangan.



C.

s,=JtTsi,ifs[8s
2. Memberikan pedoman (6uidelines) kepada para pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran untuk keperluan pelaksanaan anggaran (budget execution)

dan pertarggungiawaban anggaran (budget aceountabilities).

3' Menyamakan persepsi tentang batasan dan materi penelaahan dalam rangka

pengesahan DIPA, agar tidak terjadi pengulangan dari penelaahan RKA-KL.

4. Mewujudkan DIPA yang dapat menyajikan data pelaksanaan anggaran satuan

kefa dan kementerian negara/lembaga yang berguna bagi analisis belanja

pernerintah, membantu implementasi manajemen kas pemerintah, dan

mencerminkan sasaran dan kinerja satuan kerja

Prinsip dan Materi Pengaturan

Prinsip pengaturan dalam petunjuk penyusunar\ penelaaharl pengesahan, dm
pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2010, adalah sebagai berikut:

1 . Kejelasan fungsi dan kewenan gan (clarity of role and authority);

2. Mekanisme saling uji dalam kesetara an (check and balance\;

3. Pemberian keleluasaan kepada pengguna Anggaran (Iet's marngers manage);

4. Panerapan trarsparansi dan akuntabilitas belanja pemerintah (budget

trans par ency and acmuntab i lity).

Atas dasar prinsip tersebut, materi pengaruran dalam petunjuk pelaksanaan

penyusunan, penelaaba4 dan pengesatran DIpA tahun anggaran 2010 mancakup

hal-hal sebagai berikut:

1. Tda cara penyusunan Konsep DIpA pada kementerian negara/lembaga atau
satuan kerja;

2- Tatacwapenelaahan Konsep DIpA oleh Direktorat Jenderal perbendaharaan;

3. Tata cara pengesahan DIPA oleh Bendahara Umum Negara;

4. Tata cara periyusunan Petunjuk operasional Kegiatan (poK) oleh Kuasa

Pengguna Anggarar/Satuan Ke{a,

5. Tata cara penyelesaian revisi DlpA yang diperlukan daram rangka kelancaran
pelaksanaan penggunaan anggaran dan pembayaran/pencaiaran dana-
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Sistematika

Sisternatika dalam petunjuk penyusunan, penelaaha4 pengesahan dan
pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2010 sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, meliputi:

A LatarBelakanc

B. Tujuan

C. Prinsip dan Materi Pengaturan

D. Sistematika

Bab II : Tata Cara Penyusunan Konsep DIPA, meliputi:

A. Pengertian Umum

B. Pokok-Pokok Materi Konsep DIPA

C. Penyusunan Rincian Penggunaan Anggaran

D. Penyrsunan Rencana Penarikan Dana

E. Penyusunan Perkiraan Penerimaan

F. Pengisian Catatan

Bab III : Penelaalran dan Pengesahan DIPA, meliputi:

A. Penyiapan Pelaksanaan penelaahan dan pengesahan DIPA

Kementeri an Negara/Lembaga

B. Penelaahan DIPA Kementerian Negara/Lembaga

C. Pengesahan DIPA Kementerian Negara/Lembaga

D. DIPA Sementara

E. Penelaahan dan Pengesahan DIPA Bendahara UmumNegara

F. Penyampaian DIPA

Bab IV : Pelaksanaan DIPA, meliputi:

A. Penetapan Pejabat Perbendaharaan

B. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan {pOK)
C. Revisi DIPA

D. DIPA BLU

E. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran
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BABU

TATA CARA PENYUSTJNAN DIPA

Pengertian Umum

1. Pengertian DIPA

DIPA adalah dokumen pelaksanarm anggaran yang disusun oleh pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan atau Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selalu BUN. DIpA berlaku untuk
satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang

berftrngsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggr.'raan anggararl
Disamping itu, DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaarl

pelaporan, pengawasaq dan sekaligus merupakan perangkat akrurtansi
pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang

tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungiawabkan.
' Mengacu pada pengertian di atas, DIpA merupakan kesatuan antara

rincian rencana kerja dar penggunaan anggaran yang disusun oleh Kementerian
Negara/Lembaga dan disahkan oleh BUN. Dengan demikian DIpA terdiri dari:

l Konsep DIPd yang disusun oleh Menteri/pimpinan Lembaga dan
sekurang-kurangnya memuat:

a. Pagu anggaran yang dialokasikan;

b. Sasaran yang hendak dicapai;

c. Fungsi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

d. Rencana penarikan dana yang akan dilakukan; dan

e. Pendapatan yang diperkirakan dapat dipungut.

Konsep DIPA tersebut selanjutnya disusun berdasarkan klasifikasi:

a. Fungsional dirinci sarnpai dengan subkegiatan;

b. Organisasi dirinci sampai dengan satuan k{4

c. Ekonomi dirinci sampai dengan jenis belanj4

4
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2. Surd Pengesahan DIPA, yang ditetapkan oldr Direktur Jenderal

Perbendaharaan atau Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaat atas namaMenteri Keuangan selaku BUN.

Contoh format Konsep DIPA dan Surat pengesahan DIPA adalah

sebagaimana tercantum dalam lampirm buku ini.

Bahan Penyusunan Konsep DIPA

Dokumen yang digunakan seb4gai dasar penyusunan rincian kegiatan dan

anggarao dalam DIPA, yaitu:

a" Undarg-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahrm

Anggaran 2010.

Alokasi anggaran dalam APBN tahun anggaran 2010 merupakan pagu suatu

kementerian negara/lembaga yang dapat dialokasikan pada DIpA satuan

keia-satuan keda pada kementerian negara,/lembaga berkenaan.

b- Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belaqia pemerintah pusat

Tahun Anggaran 2010 sebagai dasar alokasi anggaruL

Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Bela4ja pemerintah pusat

merupakan dasar penyusunan DIPA wrtuk masing-masing satuan ke{a pada

suatu kementerian negara.{embaga. Dalam peraturan presiden tentang

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah pusat, Anggaran Belar{a dirinci

untuk masing-masing Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga hingga

saluan kerja danjenis belanja-

c- RKA-KL yang telah disetujui oleh DPR, dan telah ditelaah oleh Direktorat

Jenderal Anggaran.

RKA-KL hasil parelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran rnenjadi

dasar penyusunan Konsep DIPA untuk mernastikan bdrwa satuan anggaran

dalam Konsep DIPA telatr sesuai dengan prinsip formulasi urggaran yang

disepakati pada saat penelaatran RKA-KL dengan Direktorat Jenderal
Anggaran.
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Bagan Akun Standar.

Penyusunan Konsep DIpA harus memperhatikan standar dalam Bagan Akun
standar untuk memastikan bahwa rencana kerja telah dituangkan sesuai
dengan standar kode dan uraian yang diarur dalam ketentuan tentang
akuntami panrerintahan.

Surat Rincisr Alokasi Anggaran (SF"AA) yang ditetapkan oleh Direldur
Jenderal Perbendaharaan untuk satuan kerja yang Konsep DIpA-nya
ditelaah di daerah.

Jenis DIPA

Konsep DIPA disusun unluk masing-masing satuan kerja dan pada
prinsipnya satu DIPA untuk satu satker. Khusus untuk Departemen Agarnq
Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusi4 Departemen
Keuangarl Departemen pertahanan dan Keamana4 Kepolisian Repubrik
Indonesi4 Badan Pertanahan Nasional, dan Badan pusat Statistik, satu DIpA
dapat meliputi beberapa satker pada masing-masing provinsi/kantor wilayah.
Dalam rangka disiensi pelaksanaan anggaraq Kementerian Negara,/Lembaga
dapat menyusun DIPA untuk beberapa satuan kerja dengan terlebih dahuru
mendapatkan ijin dari Direktur Jenderal perbendaharaan/I(epa]a Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan

tserdasarkan pernbagian anggaran dalam ApBN, jenis DIpA dapat
dikelompokkan atas DIPA Kementerian Negara/Lembaga dan DIPA
BendaharaUmum Negara (DIPA B[IN)

a- DIPA KementerianNegara/Lembaga

DIPA Kementerian Negara/Lembaga adalah DIPA satuan ke{a yang
memuat rincian penggulxnn anggaran dari Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lanbag4 yang dapar dikategorikan menjadi:
1) DIPA Satker Pusat/Kantor pusat

DIPA Satker Pusat/Kantor pusat adalah DIpA yang memuat rincian
penggunaan anggaran kementerian negara/lembag4 yang
pelaksanaannya dilakukan oreh satuan kerja yang merupakan satuan
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kerja Pusd alau satuan kerja Kantor pusat suatu kementerian
negara/lernbagq termasuk di dalamnya untuk DIpA Badan Layanan
Umum (BLII), dan Satuan kerjaNon Vertikal Tertentu (Sln/T).

Sduan Kerja Pusat dapar terdiri dari satuar keqia-satuan kerja yang

dibentuk oleh kementerian negara/lembaga secara frrngsional dan bukan
merupakan instansi vertikal. sedangkan satuan Kerja Kantor pusat

adalah sduan kerja dalam lingkup Kantor pusd suatu kementerian
negara/lembaga.

Konsep DIPA Satker pusat/Kantor pusat disusun dan ditetapkan oleh
Satuan Kerja masing-masing kementerian negara.4embaga.

2) DIPA Salker Vertikal,/Kantor Daerah.

DIPA satker vertikal/Kantor Daerah adatah DIPA yang memuat rincian
penggunaan anggaran kementerian negara/lembag4 yang pelaksanaan_

nya dilakukan oleh Kantor/Instansi vertikal Kenrenterian Negara/
Lernbaga di daeratr" termasuk di dalamnya untuk DIpA Badan Lavanan
Umum (BLU).

Konsep DIPA Satker VertikavKantor Daerah disusun dan ditetapkan
oleh Fenggrura Anggaran/Ifuasa pengguna Anggaran Satuan Kerja
Vertikal/Kantor Daerah yang ditmjuk dan ditetapkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga_

3) DIPA Dana Dekonsentrasi

DIPA Dana Dekonsenhasi adalah DIPA yang memuat rincian
penggunaan anggaran kementerian negaray'lembaga dalam rangka
pelaksanaan dana dekonsentrasl, yang pelaksanaannya dilakukan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD) provimi yang ditunjuk oleh
Gubemur.

Konsep DIPA Dana Dekonsentrasi disusun dan ditetapkan oleh Kepara
SKPD yang ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan pendelegasian

wewenang dari Mo:rteripimpinan Lembaga.
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4) DIPA Tugas Pembantuan.

DIPA Tugas Pembantuan addah DIPA yang memuat rincian
penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka

pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang pelaksanamnya dilakukan oleh

satuar kerja perangkat daerah (SKpD) provinsi/KabupatedKota yang

dituqiuk oleh Menteri/Pimpinan lembaga_

Konsep DIPA Tugas Pembantuan disusun dan ditetapkan oleh Kepala

Satker Pusat yang ditunjuk oleh Menteriipimpinan Lembaga.

DIPA Bendahara Umum Negara (DIPA-BUN)

DIPA BIJN adalah DIPA yang memuat rincian po:gguruum anggaran yang

bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Urnum Negara (BA-BUN)

yang dikelola Menteri Keuangan selaku pengguna Anggaran. BA-BIJN

terdiri dari:

1) Pengelolaan Utang Pemerintah (999.01)

2)' Pengelolaan Hibah (999.02)

3) Pengelolaan Investasi Pemerintah (999.03)

4) Porgelolaan Penerusan Pinjaman (999.04)

5) Pengelolaan Transfer ke Daerah (999.05)

6) Fengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (999.06)

7) Pangelolaan Transaksi Khusus (999.99)

DIPA BUN dapa dikelompokkan menjadi:

1) DIPA Utang dan Betanja Hibah.

DIPA Utang dan Belanja l{ibah adalah DIpA yang rnemuat rencana

kerja dan rincian penggunaan anggruan rurtuk keperluan pengelolaan

utang pemerintah y*g alokasi anggarannya bersumber dari bagian
anggran 999.01 (Pengelolaan Utang pemerintah) dan untuk keperluan

belanja hibah yang alokasi anggarannya bersumber dari bagian anggaran

999.02 @engelolaan Hibah).
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Konsep DIPA Utang dan Bdanja Hibah disusun dan ditetapkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku
Pengguna Anggaran.

2) DIPA Investasi Pemerintah dan penerusan pinjaman

DIPA Investasi Pemerintah dan penerusan pinjaman adalah DlpA yang

memuat rencana kerja dan rincian penggunaan anggaran rmfuk
keperluan Investasi Pemerintah dan penerusan pinjanran baik dalam
negeri maupun luar negeri, yang bersumber dari bagian anggaran 999.03
(pengelolaan investasi pemerintah) dan 999.04 (pengelolaan penerusan
pinjaman). DIPA Investasi Pemerintah dan penerusan pinjaman terdiri
dari:

a) Investasi Pemerintah

b) Dana Bergulir

c) Penerusan Pinjaman

Penerusan Pinjaman yang terdiri dari :

l. Penerusan Pinjaman kepada BUMN/BUMD

2. Penerusan Pinjaman kepada pemerintah Daerah.

Konsep DIPA Investasi pemerintah dan penerusan pinjaman disusun
dan ditetapkan oleh Kuasa pengguna Anggaran yang ditrmjuk oleh
Menteri Keuangan selaku pengguna Anggaran.

3) DIPA Belanja Daerah.

DIPA Belanja Daerah adalah DIpA yang memud rencana ke{a dan
rincian penggunaan dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan
penyeimbmg/penyesuaian yang diseratrkan kepada Daerah bersumber
dari Bagian Anggaran 999.05 fuengelolaan Transfer ke Daerah).

DIPA Belanja Daerah, terdiri dari :

l) DanaAtokasi Umum (DAU)

2) DmaAlokasi l(husus (DAK)

3) DBH Pajak penghasilan

4) DBHPBB
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5) DBHBPHTB

6) DBHSDAMigas

7) DBH SDA Pertambangan Umum

8) DBH SDA Perikanan

9) DBH SDA Kehutanan

l0) Dana Otonomi Khusus.

Il)Dana Pungutan Desentralisasi Fiskal dan Percepalan pembangunan

Daerah.

Konsep DIPA Belanja Daerah disusun dan ditetapkan oleh Kuasa

Pagguna Anggaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku

Perggrna Anggaran.

4) DIPA Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain.

DIPA Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain adalah DIpA yang

memuat rincian penggunaan anggaran untuk Alokasi anggaran yang

bersumber dari Bagian Anggaran 999,06 (Pengelolaan Belanja Subsidi

dan Belanja Lain-lain).

Konsep DIPA Belanja Subsidi dan Betanja Lain-lain disusun dan

ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan selaku Pengguna Anggaran.

5) DIPA Fomat Khusus

DIPA Format Khusus adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan

anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN dimana karena sifat

dan keperluan tertentu, maka konsep DIPA dar Surat pengesahannya

perlu disusun dalam satu lembar.

Sifat dan keperluan penerbitan DIPA Format Khusus ini ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Perbendaharaan unhrk penanganan kejadian luar biasa

yang mernpunyai tingkat urgensi tinggi dan bersifat rnendesak seperti :

a^ penanganan keadaan danrat,

b. kegiatan yang bersifat politis dalam rangka menjaga kredibiliras

pemerintah.

t0
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B. Pokok-Pokok Materi Konsep DIPA

Pokok-pokok materi Korsep DIPA terdiri dari: organisasi, fungsi, pejabat

perbandaharaan, rincian pengguxun anggaran, dan rencana penarikan dana serta

perkiraan pendapatan.

l. Organisasi

A.lokasi anggaran pada Korsep DIFA disusun untuk masing-masing

kementerian negara/lembaga sesuai struktur organisasinya Rincian anggaran

disusun mulai Bagian Anggaran (kementerian negara/lembaga), Unit Organisasi

(Unit Eselon I) dan Satuan Kerja. Penyusunan Konsep DIpA menurut

organisasi dilakukan untuk melaksanakan tugas dalam rangka pancapaian

program Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan visi dan misi

organisasinya.

Pengertian bagian anggaran, unit organisasi dan satuan kerja adalah

sebagai berikut:

a. Bagian Anggaran

Bagian Anggaran adalah kementerian negara/lembaga yang menguasai

bagian tertentu dari penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam Undang-

Undang APBN. Kementerian Negarallembaga dalam hat ini bertindak

sebagai Pengguna Anggaran.

b. Unil Organisasi

Unit organisasi adalah unit eselon I kementerian negarllembaga yang

bertanggungjawab terhadap pe,ncapaian tugas pokolq ftrngsi, dan program

tertentu dari kementerian negarallembaga yang bersangkutan.

c. Satuan Kerja

Satuan ke{a adala}r bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian

negara/lembaga yang metaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suafu

progrirm.
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satuan Kerja datam hal ini maupakan unit organisasi lini kementerian

negara/lembaga/pemerintah daerah yang memperoleh kuasa penggunaan

anggamn untuk melaksanakan tugas, fungsi, program, dan misi pengguna

Anggaran.

Dalarn rangka melaksanakan tugas, fungsi, prograrL dan misi tersebut,
Satuan Ke{a juga merupakan kesatuan entitas manajemen dan keuangan
yang melakukan perencanaarl pelaksanaan dan pertanggungiawaban

anggaran.

Fungsi

Fungsi merupakan uraian kuaritatif dari arokasi dana untuk menjawab
fungsi/program/kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran/hasiukeluaran sebagai
akibat pelalsanaan firngsi/prograrn/kegiatan tersebut. uraian kualitatif frrngsi
dalam DIPA bermanfaat untuk mengkaitkan DIpA dengan pencapaian kinefa
saluan keda sesuai dengan pellugasan dan penguasaan anggaran dari pengguna

Anggaran.

Dalam rangka iremenuhi pencantuman materi fungsi, maka daram Konsep
DIPA harus memuat uraian fi.urgsi dan subfungsi, prograrL kegiatan, dan
subkegiatan, sasaran, dan indikator keluaran.

a. Fungsi dan subfungsi

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembang'nan nasional. sub
fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi.

b. Program

Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga yang
berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

disediakan trnhrk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang
dilaksanakan instansi atau masyarakat datam koordinasi kementerian
negara/lembaga yang bersangkutan.
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Kegiatan dan SubkegiaAn

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilalaanakan oleh satu atau

beberapa satuan ke{a sebagai bagian dari perrcapaian sasaran terukw pada

suatu progran yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber

daya baik berupa personel (sumber daya manusia| barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari b$er4a atau serruajenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran

(output) dalam bentuk barang danjasa.

Sub kegiatan adalah bagian dari kegialan yang menunjang usaha pencapaian

keluumloutput dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiafan dapat terdiri dmi satu

atau lebih subkegiatan karena kegiatan tersebut mempunyai satu alau lebih
jenis dan satum keluran yang berbeda satu sama lain. Subkegiatan yang

satu dengan subkegiatan yang lain dapat dibedakan berdasarkan perbedaan

keluaran, sehingga besaran keluaran kegiatan tidak selalu rnerupakan

penjumlahan dari besaran-besaran subkegiatan dalam satu kegiatan.

d. Sasaran

Sasaran adalah hnerja atau tujuan yang akan dicapai dari suatu pengerahan

sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan. Sasaran

dirumuskan secara kuartitatif, jelas dan terukur. Sasaran pada Konsep DIpA

dirumuskan berdmarkan sasaran prograrn dan sasaran kegiatan. Sasaran

program merupakan sasaran program dari kementerian negara,4embaga dan

unit eselon I berkenaan. Sedangkan sasaran kegiatan merupakan sasaran

yang akan dicapai oleh satuan kerja dalam rangka melaksanakan kegiatan

dalam DIPA berkenaan.

e. Keluaran dar Indikator Keluaran

Keluaran (outptt) adalah hasil yang jelas dan terukur sebagar akibat dari
. pelaksanaan subkegiatan dalam mencapai sasaran kegiatan oleh satum

kerja. Indikator keluaran adalah satuan biaya/harg4 kuantitas dan/atau

kualitas dari keluaran yang dicapai langsung dari pelaksanaan kegiatan.

Keluaran dapat dibdakan ke dalam keluaran Subkegiatan dan Keluaran

Kegiatan.
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Pej abat Perbendaharaan.

Pejab* Perb€ndaharaan adalatr pra pengelola keuangan pada Satuan Keda

yang diberi tugas sebagai kuasapengguna anggaran, pengujian dan penerbitan

Suraf Perintah Membayar (SPM), serta melaksanakan tugas kebendaharaan.

Pejabat Perbenrdaharaan tersebut terdiri dari: Kuasa penggrma Anggaran,

Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendalrara pengeluaran.

a" KuasaPenggunaAnggaran

l) Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan

oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan program&egiatan dan

diberikan kewenangan mtuk menggunakan anggaran dalam DIpA.

2) Kuasa Porgguna Anggaran menjadi manajer, melakukan pengelolaan

dan bertanggung jawab atas pelalsanaan kegiatan dan penggunaan

atrggaran pada DIPA.

3) Pejabat yang dapat ditunjuk dan ditetapkan seb4gai Kuasa pengguna

Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja alau pejabat lain yang ditunjuk

dalam lingkup satuan ke{atersebut.

b. Pejabat Penandatangan SPM.

Pejabat Penandatangan SPM adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan

oldt Pengguna Anggarar/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan

pengujian atas permintaan pembayaran tagihan kepada negar4 dan

selanjutnya menerbitkan surat perintah bayar/SpM atas beban DIpA

berkenaan.

c. BendaharaPengeluaran.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

Fengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerim4

menyimpa4 membayarkan, inenatausahakan dan mempertanggung-
jawabkan uang untuk keperluar belanja negara dalam rangka pelaksanaan

APBN pada kantor/satker/kementerian negara/lembaga

Rincian Penggunaan Anggaran

Rincian penggunaan anggaran adalah rincian anggaran yang dibelanjakan dalam

rangka:

4.
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a- Pelaksanaan rencana ke{a satuan kerja unfuk mencapai sasaxan yang

ditetrykan.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Konsep DIPA disusun

berdasarkan fimgsi, subfungsi, program, kegiata4 subkegiatan, dan

kelompok akun (klasifikasi belanja). Masing-masing rincian anggaxan dalam

fungsi" subfurgsi" program, kegiatarq subkegiatan, dan akun dicantumkan
perjenis belarga_

Kelompok akun yang ditampilkan pada DIpA adalah 4 (empat) digit
pertama dari rincian akun pada Bagan Akun standar. penetapan kelompok

akun sebagai rincian anggaran dalam DIPA dimaksudkan untuk

mernberikan fleksibilitas kepada Kuasa pangguna Anggaran untuk

melakukan penyesuaian atas akun belanja pada 2 (dua) digit terakhir dari

Bagan Akun Standar. Hal ini sesuai prinsip let,s manager manage d.wr

,urggaran berbasis kinerja"

b- Anggaran yang disediakan dapat dibayarkan/dicairkan melalui mekanisme
APBN.

Rincian penggunaan anggaran dalam Konsep DIpA berfungsi sebagai dasar
pembayaran dan pernbebanan pada anggaran negara. Oleh karena itu,
rincian penggrmaan anggaran harus memenuhi ketentuan pembayaran dalam
mekanisme pelaksanaan APBN sehingga dana yang dialokasikan dapat

dicairkan oleh Kuasa BUN.

Ketentuan pdaksanaan pembayaran meliputi kesesuaian pencantuman

rincian penggunaan dana dengan standar akuntansi pemerintah dan
persyaratan pencairan dan4 seperti kode kantor bayar, sumber dana dan

kesesuaian jenis belanja"

5. Rencana Penarikan Dana dan perkiraan penerimaan.

Pencantur$n rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan dalam
Konsep DIPA diperlukan unruk pencapaian optinralisasi fungsi DIpA sebagai
alat manajemen kas pemerintah. Disamping sebagar alat manajemen kas
pemerintalr juga sebagar alar mon i to r inglpembanding terhadap penyorapan
pagu.
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Rencana Penarikan Dana merupakan pelaksanaan fungsi manajemen kas

pemerintah dalam sisi belanja negara Pengesahan DIPA oleh BLJN memberi

jaminan bahwa anggaran dalam DIPA dapat disediakan oleh negara dalam
jumlah yang cukup pada saat anggaran tersebut ditagihkan. Dalam rangka

optimalisasi pengelolaan rekening kas negara, ketepatar waktu penyedia{m uang

untuk memenuhi tagihan negara menjadi penting.

Perkiraan penerimaan yang dapat dipungut diperlukan untuk melalrukan

estimasi penerimaan negara yang disetor ke rekening kas negara sebagai akibat

dari pelaksanaan DIPA Satuan kerja. Melalui perkiraan penerimaan

diestimasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (pNBp) maupun penerimaan

pajak yang akan dipungut dalam rentang waktu satu tahun anggaran pada

masing-masing satuur kerj a.

C. Fenyusunan Rincian Penggunaan Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerj4 penuangan muatan rencana

ke{a dar anggaran ke dalam Konsep DIPA harus rnenunjukkan keterkaitan fungsi,

subfirngsi, prograrq kegiataq subkegiatan dengan sas.uan dan indikator keluaran.

Untuk keperluan penggunaan angga.ran, penuangan muatan rencana kerja dan

anggaran ke dalam Konsep DIPA harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

(Bagan Akun Standar) dan ketentuan pembayaran/pencairan dana melalui

mekanisme APBN.

Berdasarkan tujuan di atas, ta/ra cara penualgan rencana ke{a dan

illggaran ke dalam rincian penggunaan anggaran pada Konsep DIPA adatah

sebagai berikut:

l. Penuangan Prograr4 Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kelompok Akun.

Program, kegiatan, subkegiatan dan kelompok akun dalam Konsep

DIPA hendaknya memiliki keterkaitan satu sama lain dalam rangka pencapaian

kinerja satuan kerja, dan harus sesuai dengan progranl kegiata4 subkegiatan

pada rencana ke{a dan anggaran yang telah ditetapkan.
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Ket€ntuan penualgan progrrm, kegiatan" subkegiatan dan kelompok

akrm adalah sebagai berikut:

a. Penuangan Program

Program yang dituangkan ke dalam Komep DIpA adalah progam yang

akan dilaksa*an oleh Satuan Kerja yang bersangkutan dalam rangka

pelaksanaan rencana kerja dan allggaran yang telah ditetapkan.

Apabila satuan kerja melaksanakan lebih dari satu prograrn, maka dalam

Konsep DIPA juga harus dicantumkan program-program yang dilalsanakan.

b. Penuangan Kegiatan

Kegiatan yang dituangkan ke dalam Konsep DIPA adalah kegiatan yang

akan dilaksanalcan oleh satuan kerja dalam rmgka pencapaian sasaran

program. Kegiatan yang dicantumkan dalam Konsep DIpA adalatr kegiatan

yang terkait langsung dengan pencapaian prograrn dalam rencana kerja dan

anggaran berkenaan.

Apabila satuan ke{a melaksanakan lebih dari satu kegiatan dalam satu
program, maka dalam Konsep DIpA juga harus dicantumkan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan.

c. Penuangan Sub Kegiatan

Sub kegiatan yang dituangkan ke dalam Konse,p DIPA adalah bagian-bagian

dari kegialan dalam rangka pencapaian keluaran/output dan rujuan kegiatan

tersebut-

Pembedaan antara subkegiatan safu dengan subkegiatan yang lain adalah
jenis keluaran dari subkegiatan yang bersangkutan.

d. Penuangan kelompok al'un

Kelompok akun adalah kelompok dari akun yang rerdiri dari 6 (enarn) digit

untuk dibetanjakan dalam rangka pencapaian tujuan dan keluaran
subkegialan.Penuangan ke datam DIpA hanya ditampilkan 4 (empat) digit
pertama pada Bagan Akun Stardar.
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Penempalan Akun dan Jenis Belanja

. Dalam rangka akuntabilitas kinerja pelaksaraan anggaran oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan peny's'nan raporan
keuangan, pmempatan akun harus sesuai denganjenis belanjayang ditetapkan.

Ketidaktepatan penempatan jenis belanja dalam Konsep DIPA akan
mengakibatkan tertundanya pmcairan dana karena masih memerlukan
perryesuaian.

Jenis belanja merupakan klasifikasi ekonomi dalam standar statistik
keuargan pemerintahan (Government Fitwnce,yrdttsticlcFs)- Melalui jenis

belanja akan ditetapkan status kineqia pengeluaran pemerintalr benrpa hasil dan
keluaran dalam bentuk barang danjasa sebagai akibar dari pengerahan sumber
daya melalui belanja/pengeluaral negara- Klasifikasi dalam jenis belanja akan
membedakan kineri4 sumber daya yang dikerahkan, dan bentuk keluaran baik
aset maupun non aset negara.

Rincian penggun{uur dan akun dalarn jenis belanja mengacu pada Bagan Akun
Standar.

Pergisian Kode Kewenangan

Kewenangan pelaksanaan anggar:ur terdiri dari:

a Kewenangan yang diberikan kepada satuan kerja pemerintah pusat terdiri
dari :

1) Kewenangan Kantor pusat (Kp) yaitu kewenangan untuk
melaksanakan kegiaran dalam DIpA yang diberikan kepada satuan
kerja lingkrp kantor pusat kementerian negara/lembaga

2) Kewenangan Kantor Daerah (KD) yaitu kewenangan untuk
rnelaksanakan kegiatan dalam DIpA yang diberikan kepada satuan
kerja pusat yang berada di daerah.

b. Kewenangan yang diberikan kepada satuan kerja pemerintah Daerah,
terdiri dari

1) Kewenangan Dekonsentrasi (DK) yaitu kewenangan untuk
melaksanakan kegiatan daram DIpA Dekonsentrasi yang diberikan
kepada Kepala DinaVlnstansi pemerintah provirsi.
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2) Kewenangan Tugas Pembantuan (Tp) yaitu kewenangan unhrk

melaksrnkan kegiatan dalam DIpA Tugas pembantuan yang

diberikan kepada Kepala Dinas/Instansi pemerintah provinsi/

Kabupaten/Kota

Peretapan Sasaran dm Perhitungan Indikator Keluman.

a. Penetapan sasaran pada DIPA harus sesuai dengan sasaran yang tercantum

dalarn rencana kerja dan anggaran. sasaran harus bersifat kuantitatif dan
terukw.

b. Perhihmgan indikator keluaran pada DIPA harus sesuai dengan perhitungan

hasil dan satuan keluaran pada rencana kerja dan anggararl

Penetapan Sumber Dan4 Kantor Bayar, dan cara penarikan Dana-

a. Sumber dana dalam DIpA dikelompok menjadi tig4 yaitu:

l. RupiahMumi

Sumber dana rupiah mumi digrmakan untuk menampung pengeluaran

yang dibiayai dari rupiah mumi ApBN.

2. Penerimaan Negara Bukan pajak (pNBp)

Sumber dana PNBP digunakan untuk menampung pengeluaran yang

dibiayai dari PNBP.

Pencairan pengeluaran yang dibiayai dari pNBp harus mengacu

kepada baas malsimal pencairan dana yang diperkenankan dalam
penggunaen PNBP bersangkutan.

3. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

Sumber dana PHLN digunakan untuk menampung pengeluaran yang

dibiayai dari PHLN.

Padasetiap p€ng€luaran yang dibiayai dari FI{Lhr harus dicantumkan

nomor register PHLN dan tala cara penarikan dana.

b. Kantor Bavar.

5.
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Kantor bayar yang perlu dicantumkan ,pada DIpA adalah kode Kanror

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KppN) yang ditunjuk untuk

melaksanakan pembayaran/pencairan dana

c. Cara Penarikan Dana

Cra penarikan dana diperlukan untuk pengelutran yang dibiayai dari

PHLN. Cara penarilan meliputi pembayaran Langsung atau Rekening

Khusus.

D. Penyusunan Rencana Penarikan Dana

Percantumm angka rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA didasarkan
pada rencana kerja bulanan satuan kerja sesuai dengan kebutuhan riil. Berkenaan

dengan hal tersebut satuan ke{a dalam menyusun Rencana penarikan Dana perlu

memperhdikan:

a) Untuk Belanja Pegawai, karena sifat penarikan cenderung tetap maka
penyusunan rencana penarikan dapat dibuat secara prorata dibagi sebanyak
bulan dalam satu tahun termasuk bulan ketiga belas.

b) untuk belanja selain belanja pegawai, pencantuman rencana penarikan sezuai
rencana penarikan/pernbayaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang

meliputi rencana penarikan uang persediaan (up) dm rencana penarikan

Pernbayaran Langsung (LS) setiap bulan.

c) Rencana penarikan dana tersebut wajib dilakukan penyeeuaian (u$ate) saiap
triwulan dan disampaikan kepada Kantor wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sebagai bahan penyezuaian perencanaan kas pada DIpA
berkenaan.

D. Penyusunan Ferkiraan penerimaan

Rencma Penerimaan meliputi perhraan penerimaan perpajakan dan pNBp tiap
bulan pada masing-masing satuan kef a.

Pencanluman perkiraan penerimaan perpq akan meliputi penerimaan pajak serta bea
dan cukai yang dikelola satuan ke{a di lingkup Direkforat Jenderal paiak dan
Direktorat Jorderal Bea dan Cukai.

20



L'Jil"'xLTi$x33[
PNBP meliputi p€nerimaan yang diperoldr sebagai akibat dari pelaksanaan

kegiatan dalam DIPA yang meliputi seluruh penerimaan bukan pqiak baik pNBp

fimgsional maupun PNBP umurn Misalnya untuk penerimaan pajak dimasukkan
prognosa perkiraan dalam AIBN.

F. Pengisian Catatan

Pengisian catatan adalah pencantuman penjelasan tentang rirrcian belanja yang

memerlukan perlakuan khusus dan/atau persyaratan tertentu pada saat proses

pencairan dan4 yang memuat:

a- Kegiatan dan alokasi dana yang diblokir.

b. Hal-hal lain yang perlu dituangkan dalam catatan DIpA.
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BAB III

PENEI.AAHAN DAN PENGESAIIAN DIPA

A. Penyiapan Pelalaanaan Penelaahan dan pengesahan DIpA Kcmenterian

Negam/Lanbaga

1- Penyampaian Lampiran peraturan presiden mengenai Rincian Anggaran

Belaqi a Pemerintah Pusat

a Direktur Jenderal Perbendaharaan menerima tampiran Peraturan Presiden

untuk tiap-tiap satuan kerja kementerian negara/lembaga dari Direktur

Jenderal Anggaran berdasarkan hasil penelaahan RKA-KL.

b. Penyampaian Lampiran Peraturan presiden tiap-tiap satuan kefa tersebut
juga disertai dengan sol copy dara RKA-KL yang telah dibahas final pada

Direktorat Jenderal Anggaran.

c. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q DireLtur pelal<sanaan Anggaran

rnelakukan administrasi atas soft copy d.ara RKA-KL tiap-tiap satum kerja

kementerian negara/lembaga dan memerintahkan Kepala subdirektorat

teknis terkait untuk metakukan penelitian terhadap rincian anggaran tiap-

tiap satuan kda tersebut.

d. Berdasarkan rincian anggaran tiap-tiap satuan kerj4 Direktorat pelaksanam

Anggaran mengklasifikasikan penelaahan dan pengesahan DIpA yang

dilakukan oleh Kantor Pusat Direklorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan.

e. Direktur Jenderal perbendaharaan menerbitkan surat Rincian Alokasi

Anggaran (SRAA) sebagai dasar penelaahan dan pengesahan DIpA yang

dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan.

f SRAA memuar alokasi anggaran satuan kerja berdasarkan fungsi/subf,rngsi/
prograrn&egiar'an/subkegiatan per jenis belanja sslagaimana dimuat dalam
Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja pemenntah pusar.

Contoh format SRAA adalah sebagaimana lampiran buku ini.
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2. Penyampaian Konsep DIPA.

a- Pada minggu ketiga bulan November 2009, Menteri Keuangan

membenlahukan kepada MentoiPimpinan Lembaga untuk menyampaikan

Konsep DIPA kepada Direktur Jenderal perbendaharaan

b. Berdasukan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal

Perbendaharaan men]'usun jadwal penelaahan DIPA Keme,lrterian

Negara/Lemb4ga dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Seketaris

Utama Kementerian Negara/Lembaga-

c. Seketaris Jenderal,/Seketaris Utama kementerian negara,{embaga

memerintahkan ptra Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja untuk

menyampaikan Konsep DIPA kepada Direktur Jenderal perbendaharaan

sesuai denganjadwal penelaahan yang telah ditetapkan.

Penelaahan DIPA Kementerian Negara/Lembaga

1. Pengertian dan Batasan Penelaahan.

a- Penelaahan DIPA adalah serangkaian proses dan prosedur penilaian yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal perbendaharaan/Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap Konsep DIpA yang diajukan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran satker untuk menjamin

kesesuaian Konsep DIPA dengan peraturan presiden mengenai funcian

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, dan prinsip pembayaran/pencairan

dan4 serta standar akuntansi pemerintahan.

b. Dalam pelaksanaan parelaahan Konsep DIpA, Kantor pusat Direktorat

Jenderal Perbendaharaan/Kanlor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan tidak perlu menilai kebenaran perhitungan biaya dalam

Konsep DIPA yang diajukan, karena kebenaran perhitungan biaya dar

penggunaan dana dalam konsep DlpA men;adi tanggungjawab sepenuhnya

dari Pengguna Anggaran/I(uas4 Penggrma Anggaran.
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Tujuan Penelaahan.

a" Merf amin kesesuaian pencanhrman dan penuargan rencana ke{a dan
anggaran pada organisasi, fungsi, subfirngsi, program, kegiatan,

subkegiatarl jenis belanja" serta lokasi kegiatan/subkegiatan, antara Konsep

DIPA dengan rincian pada Peraturan presiden mengenai Rincian Anggaran

Bel anj a Pemerinrah Pusat.

b. Menj amin penuangan rencana kerja dan anggaran telah sesuai dengan
prinsip pembayaran dalam mekanisme ApBN.

c. Menjamin penuangan rencana kerja dar anggaran telah sesuai dengan
kaidah akuntansi pemerintahan sebagaimana dipersyaratkan dalam
penyusurnn laporan keuangan.

d- Menjamin Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran men)rusun

rencana penarikan dana sesuai dengan rencana penggunaan anggaran pada

Konsep DIPA.

e. Menjrnin Pengguna Anggarar/Kuasa pengguna Anggaran menJrusun
perkiraan penerimaan yang akan diperoletr dari pelaksanaan anggar€a

sebagaimana dimuat pada DIpA.

Tuf'a cua Penelaahan DIPA pada Kantor pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

a Penelaahan dm pengesahan DIpA yang dilakukan oleh Kantor pusat

Direllorat Jenderal Perbendaharaan melipuli :

l) DIPA Satker Pusat/Kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga,

2) DIPA Tugm Pembantuan.

b. Penelaahan Konsep DIPA dilakukan secara bersama-sama antara petugas

dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran dangan perugas dari Kementerian

Negara/Lembaga terkait;

a 1



MENTERI KET'ANGAN
REPUBUK INT'ONESIA

Petugas Drektorat Pelaksanaan Anggaran melakukan penelaahan atas

masing-masing Konsep DIPA Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan

rincian anggaran satuan kerja bersangkutan pada Rincian peraturan presiden

mengenai Rincian Anggaran Belanja pemerintah pusat;

Penelaahan meliputi:

l) Penilaian kesesuaian p€ncantuman rencana kerja dan'anggaran pada

Konsep DIPA dengan rincian pada peraturan presiden mengenai funcian

Anggaran tselanja Pemerintah Pusat.

2) Penilaian kesesuaian pencantulwm rincian penggunaan anggaran dengan

prinsip pembayaran dalam mekanisme ApBN.

3) Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan

kaidah akuntans i pemerintahan.

4) Penilaian terhadap rencana penarikan dana tiap bulan.

5) Penilaian terhadap perhraan penerimaan tiap bulan.

Penilaian kesesuaian pencantuman dan penuangan anggaran pada Konsep

DIPA dengan rincian pada Peraturan presiden mengenai Rincian Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat, meliputi:

1) Kesesuaian pencantuman uraian organisasi dan satuan kerja"

2) Kesesuaian pencantumaR uraian dan pqgu anggaran pada firngsi,

subfungsi, program, kegiata4 subkegiatan, dan kelompok akun

3) Kesesuaian pencantuman anggaran padajenis belanja

4) Kesesuaian pencantumm sasaran dan indikator keluaran.

Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggm€nn anggaran dengan
prinsip pembayaran dalam mekanisme ApBN, meliputi :

l) Kesesuaian pencantuman kantor bayar.

2) Kesesuaian pencantuman sumbe.r dana.

3) Kesesuaian pencantuman nomor register pinjaman/hibab luar negeri.

4) Kesesuaian pencantuman kta cara penarikan dana

Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggraran dengan
kaidah akuntansi pemerintahan, meliputi :
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1) Keseuaian penempatan jenis belmja-

2) Kesesuaian pencantuman kelompok akun.

Penilaian terhadap renc.ma penarikan dana tiap bulan, meliputi
pencanturnsr rencana penarikan dana tiap bulan sesuai pagu per kegiatan

dan perjenis belanja.

i. Penilaian terhadap perkiraan penerimaan tiap bulan, meliputi pencantuman

perkiraan penerimaan perpajakan dan pNBp tiap bulan.

4. Tata car"a Penelaahan pada l(antor wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

a. Berdasarkan sRAA, Kantor wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan

menyusun jadwal penelaahan dan menyampaikannya kepada satuan Kerja
yang ada di wilayah ke{anya,

b. Satuan Kerja selanjutnya menyampaikan konsep DIpA kepada Kantor

wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan setempat berdasarkan jadwal

penelaahan

c. Fenelaahan dan pengesahan DIpA yang dilakukan oleh Kantor wilavah
Direklorat Jenderal Perbendaharaan meliputi:

f ) DIPA Satker Daerah/Kantor Vertikal Kementerian Negara/Lembaga;

2) DIPA Dana Dekonsentrasi.

d. Penelaahan Konsep DIPA dilakukan bersama-sama antara petugas dari
Kanror wilayatr Direktorat Jenderal perbendaharaan dengan petugas dad
Kantor Daerah kementerian negara/lembaga/SKpD terkait.

e. Petugas Kantor wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan melakukan
penelaahan atas masing-masing Korsep DIpA kernenterian negara/lembaga

berdasarkan rincian anggaran satuan kerja bersmgkutan pada SRAA.
f Penelaahan nreliputi.

l) Penilaian kesesuaian pencantuman dan penuangan rencana ke{a dan
anggaran pada Konsep DIpA dengan rincian pada SRAA.

2) Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan
pnrnip pernbayaran dalam mekanisme ApBN.
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3) Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan
kaidah akuntansi pemerintahan.

4) Paflaian terhadap rencana penarikan dana tiap bulan.

5) Penilaian terhadap perkiraan penerimaan tiap bulan.

Penilaian keseuaian pencantuman dan penuangan rencana kerja dar
anggaran pada Konsep DIpA dengan rincian pada SRAA, meliputi:

1) Kesesuaian pencantumdl uraian organisasi dar satuan keqia

2) Kesesuaian pencanJuman uraian dan pagu anggaran pada fungsi,
subfungsi, program, kegiatan" subkegiatan, dan kelompok akun

3) Kesesuaian pencantuman anggaran padajenis belanja

4) Kesesuaian pencantuman sasaran dan indikator keluaran.

Penilaian keesuaian pencantuman rincian porggunaan anggaran dengan
prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN, meliputi:

1) Kesesuaian pencanturnan kantor bayar.

2) Kesesuaian pencantuman sumber dana.

3) Kesesuaian pencantuman nomor register pinjaman/hibah luar negeri.

4) Kesesuaian pencantuman tata cara penarikan dana

Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan
kaidah akuntansi pemerintahan, meliputi:

I ) Kesesuaian penernpatan jenis belanja

2) Kesesuaian pencantuman kelompok akun.

Penilaian terhadap rencana penarikan dana tiap bulan, meliputi
pencantuman rencana penarikan dana tiap bulan sesuai pagu per kegiatan
dan perjenis belanja"

k. Penilaian terhadap perkiraan penerimaan tiap bulan, meliputi pencantuman
perkiraan penerimaan perpajakan dan pNBp.

5. Penyesuaian pada saat penelaahan

a. ,{pabila dalam proses penelaahan diternukan ketidataesuaian pada
pencantuman dur penuangan rencana kerja dan anggaran pada Konsep
DIPA, dengan rincian pada peraturan presiden mengenai Rincian Anggaran
Belanja Pemerintah pusaVSRAA. maka :
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Konsep DIPA agar disesuaikan dengan rincian pada perduran presiden

mengenar Rincian Anggaran Belanja pemerintah pusat/SRAA oleh

pihak Pengguna Anggaran/Ifuasa pengguna Anggaraq sepanjang

menyangkut:

a) Pagu anggaranpadasatuankerja;

b) Pagu anggaranpadaprogram;

c) Pagu anggiran pada kegialan;

d) Pagu anggaran padajenis belanja

Konsep DIPA tetap dapat diproses untuk disahkan namun dengan

menambahkan catatan pendaaha4 sepanjang meryangkut :

a- Pagu anggaran subkegiatan pada kegiatan dan jenis belanja yang

sarn4,

b. Pagu anggaran kelompok akun pada kegiatan dan jenis belanja yang

sarna;

b. Apabila dalam proses pmelaahan ditemukan ketidaksesuaian pencantumtrr

rincian pengguruun anggaran dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme

APBN, maka dilakukan penyesuaian Konsep DIpA oleh pengguna

Anggarary'Kuasa Pengguna Anggaran.

c. Apabila dalam proses penelaalran ditemukan ketidaksesuaian pencantuman

rincian penggunaan anggaran dengan kaidah akuntansi pemerintahan, rnaka

dilakukan:

l) Penyesuaian Konsep DIPA oleh pengguna Anggaran/Kuasa pengguna

Anggaran, sepanjang menyangkut rincian anggaran tanpa mengubah

pagu kegiatan dan jenis belanja-

2) Pencantuman tanda blokir oleh Direktur Jenderal perbendaharaan/

Kepala Kanior Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan, sepanjang

menyangkut perubaban pagu kggiatan danjenis belanja-

Pengisian Catatan Penelaahan

a Atas Konsep DIPA yang telatr dilakukan penelaahan dan telatr memenuhi

ketentuan dibuatkan Catalan P€nelaahan.

b. Catatan Penelaahan sekurang-kurangnya memuat :
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l) Identitu DIPd yang meliputi : bagian anggaran, unit organisasi dan

satuan kerja

2) Pagu anggaran DIPA perjenis belanja-

3) Catatan atas panelaahan DIPA.

a) Pihak-pihak yang melakukan penelaahan

5) Persetujuan Penelaahan

c. Catatan Purelaahan selanjutrya menjadi p€ngantar penyusunan Sural

Pengesahan DIPA.

Pengesahan DIPA Kementerian Negara/Lembaga

l. PengertianPengesahan.

a- Pengesahan DIPA merupaket penetapan oleh BLIN atas Konsep DIPA yang

disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan rnemuat

pemyataan bahwa rencana kerja dan anggaran pada DIPA berkenaan

tersedia dananya dalam APBN dan dapat merjadi dasar

pembayarary'pencairan dana atas beban APBN.

b. Pengesahan DIPA dilakukan dengan penerbitan Surat Pengesahan DIpA

yang diandaangani oleh:

l) Direktur Jerderal Perbendaharaan alas nama Menteri Keuangan, untuk

DIPA Ka$or Pusat/Satker Pusat, dan DIPA Tugas Pembantuan.

2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama

Menteri Kzuangarq untuk DIPA Kantor Daerah/Satker Vertikal, dan

DIPA Dana Dekonsentrasi.

Surat Pengesahan DIPA sekurarg-kurangnya memuat:

l) Identitas DIPA, yang meliputi : bagian anggaran, unit organisasi dan

satuan kerja

Pagu anggarmDIPA.

funcian Sumber Dana DIPA.

Kantor Bavar.

z',)
3)

4)
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5) Pemyataan dari Bendahara umum Negara bahwa penetapan dan
perhitungan biaya serta penggunaan dana dalam DIpA merupakan
targgung jawab Pengguna Anggarar/Kuasa pangguna Anggaran.

Tujuan Pengesahan DIPA.

Tujuar pengesahan DIPA adalah:

a. Menjamin alokasi anggaran dalam DIpA tetah sesuai dengan alokasi dan
peruntukannya dalam peraturan presiden mengenai Rincian Anggaran
Belanja Pemerintah pusat;

b. Menjamin bahwa alokasi anggaran dapat digunakan untuk membayarkan
rencana kerja sebagaimana tercantum dalam rincian pengguniuur anggaran;.

c. Menjamin KPpN selaku Kuasa BLIN, sesuai dengan yang ditunjuk dalam
DIPA, dapat mencairkan anggaran pada DIpA berkenaan.

Tata Cara Pengesahan DIpA.

a- Atas Konsep DIPA yang telah

ditandatangani oleh pengguna

diterbitkan Surat pangesahan.

b. Surat Pergesahan DIpA dilampiri dengan Konsep DIpA yang telah
dibedkan p€ngartar catatm penelaahan diajukar penerapannya secara
hirarkis kepada Direktur Jenderar perbendaharaan/Kepala Kantor wilayah
Direktorat Jenderal perbendaharaan.

c. Direktur Jenderal perbendaharaan4(epala Kantor witayah Direktorat
Jenderal Perbsrdaharaan menetapkan surat pengesahan DIpA selaku
Bendahara Umum Negara.

surat Pengesahan yang telarr ditetapkan Bendahara umum Negara dan
Konsep DIPA yang ditandatangani pengguna Anggaran/Kuasa ?engguna
Anggaran nrerupakan satu kesatuan DIpA yang sah sebagai dasar
penggmaan anggaran.

selesai dilakukan pe,nelaahan dan telah

Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran
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4. Targgal Pengesahan DIpA.

Penetapan sP-DIpA oreh Direlfur Jenderar perbendaharaan/Kepala

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di atas adalah tanggal 31
Desember 2009 dan berlaku sejak tanggal l Januari s.d. 3l Desember 2010.

D. DIPA Sementara

Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja tidak menyampaikan
Konsep DIPA sampai dengan tanggal yang telah ditetapkaq maka diterbitkan
DIPA Sernentara dengan tata cara sebagai berikut:

1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal perbendaharaan menyusun Konsep DIpA
sementara dan mengesahkan DIpA Sementara berdasarkan peraturan presiden

tentang Rincian Anggaran Belanja pemerintah pusat;

2- Kantor wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan menyusun Konsep DIpA
Sernentara dan mengesahkan DIpA Sementara berdasarkan SRAA;

3. DIPA sementara tidak perlu ditandatangani pengguna Anggaran/Kuasa

Porgguna Anggaran:

4. Dana yang dapat dicairkan dibatasi untuk pembayaran gaji pegawai,
pangeluaran keperluan sehari-hari perkantoran, daya dan jas4 dan lauk
patrk/bahan makanan. sedangkan dana untuk jenis pengeluaran lainnya harus
diblokir;

5- Apabila Konsep DIPA telah diterima dari pengg'na Anggaran4(uasa pengguna

Anggaran setelah DIPA Sementara diterbitkan, rnaka dilakukan penelaahan dan
pangesahan revisi pertama DIpA benangkutan.

Penelaaban dan Fengesahan DIpA Bendahara Umum Negara
l. Poryampaian Satuan Anggaran oleh Dire},tur Jenderal Anggaran.

a Dalam rangka penelaahan dan pengesahan DIpA utang dan Belanja
Ilibah, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan Satum Anggaran
Bagian Anggaran BUN kepada Direktur Jenderal perbendaharaan.

b. Dalam rangka penelaahan dan pengesahan DIPA {nvestasi pemerintah

dan Penerusan Pinjama4 Direktur Jenderar Anggaran menyampaikan
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Satuan Anggaran Bagian Anggaran BUN kepada Direktur Jenderal
Perbendaharam.

c. Dalam rangka penelaahan dan pengesahan DrpA Betanja Daerah, DireLlur

Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Satuan Anggaran Bagran

Anggaran BUN kepada Direktur Jenderal perbendatraraan

d' Dalam rangka penelaahan dan pengesahan DIpA Beranja subsidi dan
Belanja Lain-Lain, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan Satuan
Anggaran Bagatt Anggaran BI-IN kepada Direktur Jenderal

Perbendaharaan.

e. Penyampaian rincian satuan anggaran tersebut juga disertai dengan s ofi copy

data rencana ke{a dan anggaran yang telah dibahas final pada Direktorat

Jenderal Anggaran dan/atau Direktoral Jenderal perimbangan Keuangan.

f Direktur Jenderal Perbendatraraan c.q. Direkur pelaksanaan Anggaran

melakukan administrasi atas soft copy d.ata satuan anggaran dan
memerintahkan Kepala sudirektorat teknis terkait untuk melakukan
penelitian terhadap rincian anggaran tiap-tiap satuan kerja tersebut.

Penyampaian Kons ep DIPA.

a. Segera setelah satuan anggaran disampaikan kepada Direktur Jenderal

Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Angg,aran BA-BtjN yang dituqiuk oleh
Menteri Keuangan segera menyampaikan Konsep DIpA kepada Direktur

tenderal Perbendaharaan.

b. Berdasarkan Konsep DIpA yang disampaikan oleh Kuasa pengguna

Anggaran BA- BUN, Direktur Jenderal perbendaharaan menyusun jadwal

penelaahan DIPA dan disampaikan kepada Kuasa penggrma Anggaran BA_
BUN.

Psrelaahan dm Pengesahan DIPA BLrN

a" Penelaahan dilakukan oleh Kantor pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dengan tata cara sebagaimana diatur pada hurufB.
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b. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggararl Direktur Jenderal

Perbendatraraar dapat mmetapkan DIpA Format Khusus pada Bagian

Anggaran BtN.

c. Pada DIPA Format Khusus Konsep DIpA menjadi satu halaman dengan

Surd Pengesahan DIPA

4. Tanggal PengesahanDlPA.

Penetapan SP-DIPA oleh Direktur Jenderal perberdatraraan di atas

adalah sesuai tanggal p€netapan SP-DIPA pada tahun anggaran be{alan"

F. Penyampaian DIPA

l. DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaaq disampaikan

kepada:

a. Mer$erilPirnpinan Lernbaga:

l) Sekretaris Jenderal;

2) Inspektorat Jenderal;

3) Unit Esselon I bersangkutan;

4) KuasaPenggunaAnggaran-

b. Ketua Badan PemeriksaKeu,angan;

c- Gubemur Provinsi, Bupal'r/Walikota (untuk DIpA Tp);

d. DirekfurJenderalAnggararg

e. Direktur Jenderal Perbmdaharaan c.q Direktur Akuntansi dan pelaporur

Keuangan;

f. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait besena

arsip data komputemyq,

g. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara benargkutan, beserta

arsip data kornputernya.

h. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur pengelolaan Kas

Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila menyangkut DIpA

Dana Perirnbangan

DIPA yang telah disahkan oleh Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaaq disampaikan kepada:

a- MenterilPimpinan Lernbaga :
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l) Seketris Jaderal;

2) Inspektorat Jenderal;

3) Unit Esselon I bersangkutan;

4) KuasaPenggunaAnggaran.

b. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

c. Gubernur Provinsi;

d. DirekturJenderal Anggaran,

e. Direktur Jenderal Perbendaharaum c.q.:

1) Direktur Pelaksanaan Argg*aq beserta arsip data komputemy4

2) Direktur Akuntarsi dan Pelaporan Keuangan;

f Kepala Krrtor Pelayanan Perbendaharaan Negara bersangkutan, beserta

arsip datakomputemya.

3. DIPA yang telah disahkan harus sudah disampaikan atau dikirimkan oleh

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbemdatraraan kepada KPPN dan Kuasa Pengguna Anggaran paling

lambat 2 minggu setelah DIPA disahkan.
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BAB IV

PELAKSANAAN DIPA

A- Penetapan Pejabat Perbendaharaan

Terhadap DIPA yang disahkan oleh Direktur Jenderal perbendaharaan/

Kepala Kantor wilayah Direhorat .Ienderal Perbendaharaarl Menteri/pimpinan

Lembaga selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Kuasa pangguna Anggaran

untuk satker dilingkungan instansi yang bersangkutan dengan surat keputusan.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah kepala satker yang bertanggungjawab

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah

ditetapkan dalam DIPA.

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada

Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk:

1. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab

kegiatan/pembuat komitmen;

2. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan

menandatangani SPM;

3. Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam

rangka pelaksan&rn anggaran belanja negara.

B. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (pOK).

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam DIpA, setelah

DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal perbendaharaan/I(epala Kantor wilayah

Direktorar Jenderal Ferbendaharaaq pengguna Anggaran4fuasa pengguna

Anggaran menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (pOK) yang merupakan

penjabaran lebih lanjut dari DIPA. POK berfungsi sebagai:

a Pedoman dalam melaksanakan kegiafan/aktivitas

b. Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/akti vitas

c. Alat perencaruun kebutuhan dana
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d. Sarana rmtuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efeklivitas

pelaksanaan anggaran

PoK disusun berdasarkan DIpA dan RKA-KL yang telah disetujui DpR dan
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN- poK sekurang-
kurangnya memuat uraian tentang :

a- Kode dan nama departemen/unit organisasi/satuar kerja dan prograr4

b. Kode dan nama kegiaan/subkegiatan/akun,

c. funcian kegiaan/subkegiatan/jenis belanja/rincian belanj4 kantor bayar, lokasi,

kode register PHLN, indikator kegiatan dan output,

d. Rincian volumg harga satuan dan junrlatr biaya

e. Sumberdanadankodekewenangan,

f. PelaksanaAktivitas,

g. Tata cara pengadaan/pekerjaan (konfiaktual dan non kontraktual),

h. Rencana pelaksanaan kegiatan (fize schedule) yang dilengkapi dengan
perkiraan kebutrfian dana per aktivitas per bulan

'Dalam hal terdapat perubahan poK sebagai akibat dari revisi DIpA,
penyesuaian alas realisasi, perubahan jadwal pelaksanaan alcivitas dan tainnya"
maka PoK harus disesuaikanldt-update. Apabita perubahan poK mengakibatJcan
perubahan kebutuhan dana per bulan maka perryesuaian/updatilrg tersebut
digunakan wfi*. mertg-updale halaman III DIPA dan menyampaikan update
halaman III DIPA kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan per
triwulan.

Revisi terhadap PoK sepanjang tidak mengubatr DIpA dilakukan oleh
Pengguna Anggaan/I(uasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

C. Revisi DIPA

Dalarn hal DIPA memerrukan perubahaq pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi DIpA untuk selanjutrya diajukan
pengesahannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/I(epala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

36
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Prosedru dan tata cara panyelesaian dan pengesahatr revisi DIPA diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelalcsanaan Anggaran.

DIPA Badan Layanan Umum (BLU).

Prosedur dan tata ctua penyusunan, penelaahan, pengesahan dan revisi

DIPA BLU dilalcukan dengan memperhatikan :

l. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur t€ntang Rencana Bisnis dan

Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

2. Perdi{en Perbendaharaan yang mengatu tentang Format Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

Pelaporan Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka monitoring penyerapan p€u anggaran dan kelancaran

pelalsanaan anggaraq Kepala Kantor wilayatr Direktorat Jenderal Perbendaharam

w4iib menyusun dan melaporkan realisasi penggunaan anggaran secara berkala

(bulanan) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan gq. Direktur pelaksanaan

Anggaran paling lambat Anggal l0 bulan berikutnya.

Prosedur dan tata cra pelaporan realisasi penggunarm anggaran akan diatur

dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Meuteri Keuangan R.I.

nd

Sri Mulyani Indmwati

5 I



AMX IAITPIFAII I
PERANMT E|IERI tGtAiIGAX IIOIIOR
tl9rPUK02n009 TEiII^NG pElri Jux
PEIIYI.I5I'IIAN DAN PENEIMIUI REXCAflA
XIE,IA MI{ AIIGGInI|I XEIE}IIEflAI{
t|;oaR^ / IEIMOA (RKA](L) M
PElmrau$t{, PE}Gt-AAttA}t pfxcEsaHAx
DAII PELAI(SAI{AAII DAFIAR I,g^lI
PEtAXSIflA^r A GcARt t (Dtp ) TAHUN 2Ot0

MENIERI KEUANG{N
REPUBLIK INDONESIA

CARAPENGISIAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DAN

SIJRAT RINCIAN ALOKASI ANGGARAN (SRAA)

A. CARAPENGISIANDIPA

l. PENGISIAN SURAT PENGESAIIAN DIPA (SP DIPA) ( Contoh : I )

Halaman ini berisi informasi mengenai hat-hal yang disahkan dari DIpA.

Cara pengisian SP DIPA sebagai berikut:

tll Diisi dengan nomor SP DIPA dengan ketentuan sebagai berikut
aaaa
bbb-cc
d
eee

Nomor SP
Kode Kementerian Negara/Lembaga - Kode Unit Organisasi
Kode kewenangan (l=KP; 2=KD; 3=DK; 4 =TP)
Diisi dengan kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan unruk DIPA yang
ditelaah di daerah

I2l Diisi dengan nomor, tahun dan TA UU tentang ApBN
[3a] Diisi dengan nomor SAPSK
[3b] Diisi dengan nomor SRAA (klrusus yang disahkan di kanwil DJpBN)
t41 Diisi dengan kode kernenterian negara/lembaga diikuti dengan uraian nama kementerian

ncgara/lembaga
t5l Disi dengan kode unit organisasi diikuti dengan uraian unit organisasi
t6l Diisi dengan kode lokasi propinsi diikuti dengan uraian propinsi
I7) Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker
t81 Diisi dengan jumlah PAGU dengan angka dan huruf
t9l Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi
[0] Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi diikuti dengan umian sub fungsi
tl ll Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, progmm diikuti dengan uraian program
ll2l Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program, kegiatan diikuti dangan uraian

kegiatan
[3] Diisi dengan jumlah PAGU untuk fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan
Il4l Diisi dengan jumlah PAGU Rupiah Murni
U5J Diisi dengan jumlah PAGU PNBP
[16] Diisi dengan jumlah PAGU Hibah Luar Negeri
tlTl Diisi dengan jumlah PAGU Pinjaman Luar Negeri
{18] Diisi dengan nama KPPN sebagaimana tercantum dalam Daftar 7 terlampir
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Diisi dengan kode KPPN
Diisi dengan jumlah uang untuk KppN terkait.
Diisi tempat dan tanggal penetapan Sp DIPA
Diisi dengan nama Kanwil DJPBN untuk DIpA yang ditelaah di daerah
Diisi dengan nama penandatangan Sp DIpA
Diisi dengan NIP penandatangan Sp DlpA

2. PENGISIANDIPA

a. Pengisian DIPA Halaman I (Umum)

Halaman ini diisi dengan informasi yang bersifat umum dan merupakan

rekapitulasi dari seluruh Satuan Kerja dalam satu unit organisasi dan satu
hopinsi. Halaman ini terdiri atas Halaman IA dan Halaman IB.

l) Ilalaman IA diisi sebagai berikut: ( Contoh : 2 )
(l) Diisi dengan Nomor Sp DIpA
(2) Diisi dengan kode kementerian negara/lembaga diikuti dengan uraian nama kementerian

negaralembaga
(3) Diisi dengan kode unit organisasi diikuti dengan uraian Unit organisasi
(4) Diisi dengan kode propinsi diikuti dengan uraian propinsi
(5) Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker
(6) Diisi nama Kuasa pengguna Anggaran
(7) Diisi nama Bendahara pengeluaran
(8) Diisi nama pejabat penandatangan SpM
(9) Diisi kode dan uraian Fungsi
(10) Diisi Jumlah Uang untuk Fungsi berkenaan
(11) Diisi kode fungsi, subfungsi diikuti uraian Sub Fungsi
(12) Diisi Jumlah Uang Sub Fungsi berkenaan
(13) Diisi : xx pertama = Kode Fungsi, xx kedua: Kodc Sub Fungsi, xx ketiga _ I(o6"

Program dan uraian program
(14) Diisi Jumlah Uang unruk program berkenaan
(15) Diisi Uraian sasaran dari program
(t6) Diisi kode kegiatan
(17) Diisi sasaran/keluarankegiatan
(18) Diisi Jumlah volume dan satuan Kegiatan
(19) Diisi Jurnlah Uang untuk Kegiatan berkenaan
(20) Diisi Kode Sub Kegiatan
(21) Diisi Indikator Keluaran Sub Kegiatan
{22) Diisi Jumlah volume Sub Kegiatan
t23) Diisi satuan Sub Kegiatan

tlel
t20l
t2ll
l22l
I23l
I24l
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(24) Diisi Jumlah Uang untuk Sub Kegiatan berkenaan
(25) Diisi tempat dan tanggal p€netapan Konsep DIpA
(26) Diisi jabatan penanda tangan DIpA (pAlKpA)
(27) Diisi nama penandatangan DIpA
(28) Diisi NIP penandatangan DIpA
(29) Diisi nomor Urut halaman

2) Halaman IB diisi dengan : ( Contoh : 3 )

Ill Diisi dengan Nomor Sp DIpA

I2l
{31
t4l
t5l
t6l
I7l
t81
tel
f l0l
t t  l l
lr2l
I l3 l
l l4l
t15l
{l6l
TlT
{181
{lel
120)
{2rl
l22l
[23]
t24]
{2aal
125l
[2sa]
p6t
I26aj
t27l
{27t}
[281
Izel
{301

Diisi dengan kode kementerian negara/lembrr diikuti dengan uraian nama kementerian
negara.Aembaga
Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi
Diisi durgan kode Propinsi diikuti dengan uraian propinsi
Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker
Diisi dengan jumlah pAGU
Diisi dengan jumlah PAGU Rupiah Murni
Diisi dengan jumlah PAGU pNBp
Diisi dengan jumlah PAGU pinjaman/Ilibah Luar Negeri
Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu pinjaman Luar negeri
Diisi dengan jumlah uang kurs per mata uang asing untuk pagu pinjaman luar Negeri
Diisi dengan jumlah uang dalam bentuk Rupiah untuk pagu pinjaman luar Negeri
Diisi datgan kode mata uang asing untuk pagu pinjaman Luar negeri
Diisi dengan jumlah uang kurs per mata uang asing untuk pagu pinjaman luar Negeri
Diisi dengan jumlah uang dalam bentuk Rupiah untuk pagu pinjaman luar NLgeri
Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Hibah
Diisi dengan jumlah uang kurs per maia uang asing untuk pagu Hibah
Diisi dengan jumlah uang dalam bentuk Rupiah untuk pagu Hibah
Diisi dengan kode mata uang Rupiah untuk pagu Hibah
Diisi dengan jumlah uang per Rupiah untuk pagu Hibah
Diisi dengan jumlah uang dalam bentuk Rupiah untuk pagu Hibah
Diisi dengan nomor urut
Diisi Nomor MLN/ Tahun dan Nomor Reeister
Diisi kode I
Diisi kode 2
Diisi pagu total pinjaman/ hibah
Diisi jumlah pagu PHLN yang tahun ini akan dilaksanakan
Diisi kode I
Diisi kode 2
Diisi jumlah penarikan sampai dengan tahun ini dalam bentuk US$
Diisijumlah penarikan tahun ini dalam bentuk US$
Diisi kode cara penarikan ( pp, pL,LC, atau RK)
Diisi jumlah uang yang ditarik dalam ribuan rupiah
Diisi kode dana pendamping ( l:R.ppDp, Z-RPLN, 3:R"plcrcCost, 4= RpApBD)
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[31] Diisijumlah dana pendamping dalam rupiah sesuai dengan kode pendamping
l32l Diisi nomor urut halaman

b. Pengisian Halaman II (Rincian pengeluaran)

Halaman II berisi informasi untuk masing-masing Satuan Kerj4 baik
lasaran yang hendak dicapai maupun alokasi dana pada masing-masingjcnis
belanja dan Kelompok Akun, baik untuk DIpA Kemen=tlriar-
Negara/Lembaga maupun DIpA Anggaran pembiayaan dan perhitungan.

r) rralaman Ir untuk Beranja Kementerian Negararlembaga diisi
eebagai berikut: ( Contoh : 4 )
t l l

t2)
13l
l4l
tsl
(6)

(7)
(8)
(e)
(lo)
(l l")
(12)
(13)
(14)
( ls)

{r6)
tl7)
(18)
(1e)

(20)

(2r)
{22)
{23)
{?4)
(2s)
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Diisi dengan Nomor SP DIpA
Diisi dengan kode kementerian negaralembegq {iikuti dengan uraian nama
kemanterian negara/lembaga
Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi
Diisi dengan kode hopinsi diikuti dengan uraian propinsi
Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker
Diisi dargan Kode satker (dimungkinkan satu DIpA memuat beberapa satker untuk
Kementerian Negara/Lembaga tertentu)
Diisi dengan Uraian Satker
Diisi dengan Kode Kewenangan (Kp, KD, DK atau Tp)
Diisi dengan Kode Fungsi, Sub fungsi, program, Kegiatan
Diisi uraian Fungsi, Sub fungsi, hogram, Kegiatan
Diisi dengan Kode Kabupalen^(ota
Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan
Diisi dengan uraian Sub Kegiatan
Diisi dengan Kelompok Akun
Diisi dengan Uraian Kelompok Akun
Diisi dengan kode kantor bayar (KppN)
Diisi dengan nomor register untuk PHLN
Diisi dengan oara penarikan/sumber dana ( pp,pL,RK,LC /RM/RMP/PHLNPNBP)
Diisi dengan Pagu perjenis belanja kementerian negara/lembaga dalam ribuan Rupiah
(pegawai, barang, modal, bantuan sosial dan lain-lain)
Diisi dengan total pagu per jenis belanja kementerian negara./rembaga dalam ribuan
Rupiah (pegawai, barang modal, bantuan sosial dan lain-lain)
Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan Konsep DIpA
Diisi dengan Jabatan penandatangan DIPA (pA/KpA)
Diisi dengan nama P€jabat penandatangan DIpA
Diisi dengan NIP Pejabat penandatangan DIpA
Diisi dengan Nomor Urut Halaman
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2) Halaman II untuk Belanja Subsidi dan
berikur (Contohr5)

( l )

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

<7)
{8)
(e)
(10)
( l  t )
(r2)
(13)
(14)
(15 )
(16 )
(17)

i l 8 )
(le)

(20)

(21)
(22)
123)
(24)
(25)

(1 )

(2)
{3)
(4)
{s)
(6)

I AX UiptRAI !
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Belanja lain-lain diisi sebasai

3) Itralaman II untuk Belanja Daerah diisi sebagai berikut: ( Contoh : 6 )

Diisi dengan Nomor SP DIpA
Diisi dengan kode kementerian negara./lembaga diikuti dengan uraian nama
kemenlerian negara./lembaga
Diisi dcngan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi
Diisi dengan kode Propinsi diikuti dengan uraian propinsi
Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker
Diisi dargan Kode satker (dimungkinkan satu DIpA memuat beberapa satksr untuk
Kemaferian Negarallembaga tertentu)
Diisi dangan Uraian Satker
Diisi dengan Kode Kewenangan (Kp, KD, DK atau Tp)
Diisi dengan Kode Fungsi, Sub fungsi, program, Kegiatan
Diisi uraian Fungsi, Sub fungsi, program, Kegiatan
Diisi dengan Kode Kabupaten/Kota
Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan
Diisi dcngan uraian Sub Kegiatan
Diisi dengan Kelompok Akun
Diisi dengan Uraian Kelompok Akun
Diisi dengan kode kantor bayar (KppN)
Diisi dengan nomor register untuk pHLN
Diisi dengan cara penarikan/sumber dana ( ppfL,RK,LC /RM/RMP/PHLN/PNBP)
Diisi dengan Pagu belanja Subsidi dan LainJain dalam ribuan Ruoiah
(pegawai, barang, modal, bantuan social, subsidi dan lainlain)
Diisi dengan total pagu belanja Subsidi dan Lain-lain dalam ribuan Rupiah (pegawai,
barang, modal, bantuan social, subsidi dan lainlain)
Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan Konsep DIpA
Diisi dengan Jabatan penandatangan DIPA (pA/IeA)
Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DIPA
Diisi dengan NIP Pejabat penandatangan DIpA
Diisi dergan Nomor Urut Halaman

Diisi dengan Nomor SP DIpA
Diisi dengan kode kementerian negara,/lembaga diikuti dengan uaian nama
kementerian negara./Iembaga
Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi
Diisi dengan kode Propinsi diikuti dengan uraian propinsi
Diisi deirgan kode Satker diikuti dengan waian Sad<er
Diisi dengan Kode satker (dimungkinkan salu DIpA memuat beberapa satker untuk
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(7) Diisi dengan Uraian Satker
(8) Diisi dengan Kode Kewenangan (Kp, KD, DK atau Tp)
(9) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub fungsi, prograrn, Kegiatan
(10) Diisi uraian Fungsi, Sub fungsi, progam, Kegiatan
(ll) Diisi dengan Kode Kabupaten/Kota
(12) Diisi dengan ko& kegiatan dan sub kegiatan
(13) Diisi dengan uraian Sub Kegiatan
(14) Diisi dengan Kelompok Akun
(15) Diisi dengan Uraian Kelompok Akun
(16) Diisi dengan kode kanror bayar (KppN)
(17) Diisi dengan nomor register untuk pHLN
(18) Diisi dengan cara penarikan/sumber dana ( pp,pL,RK,LC /RM,/RMP/PHLN/?NBP)
(19) Diisi dengan Pagu Belanja Daerah daram ribuan Rupiah (Dana Arokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi khusus/penyesuaian, dan Dana
Otonomi Khusus)

QO) Diisi dengan total Pagu Belanja Daerah dalam ribuan Rupiah
(Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi
khusus/Penyesuaian, dan Dana Otonomi Khusus)

(21) Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan Konsep DIPA
QZ) Diisi dengan Jabatan penandatangan DIPA (pA/KpA)
(23) Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DIpA
(24) Diisi dengan NIP Pejabat penandatangan DIpA
(25) Diisi dengan Nomor Urut Halaman

4) Ifalaman II untuk Belanja Utang dan llibah diisi sebagai berikut:
(Con toh :7 )

( l)

(2)
(J,'

(4)
(5)
(6)

Q)
(8)
(e)
(10)
( l  l )
(r2)

Diisi dengan Nomor SP DIPA
Diisi dengan kode kementerian negara/lembaga diikuti dengan uraian nama
kementerian negma/lembaga
Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi
Diisi dengan kode Propinsi diikuti dengan uraian propinsi
Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker
Diisi dengan Kode satker (dimungkinkan satu f)IpA memuat beberapa satker untuk
Kementerian Negara/Lembaga tertentu)
Diisi dengan Uraian Satker
Diisi dengan Kode Kewenangan (KP, KD, DK atau Tp)
Diisi dengan Kode Fungsi, Sub fungsi, program, Kegiatan
Diisi umian Fungsi, Sub firngsi, Progam, Kegiatan
Diisi dengan Kode Kabupaten/I(ota
Diisi dengan ko& kegiatan dan sub keglatan
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(13) Diisi dengan uraian Sub Kegiatan' ( I 4) Diisi dengan Kelompok Akun
(15) Diisi dengan Uraian Kelompok Akun
(16) Diisi dengan kode kantor beyar (KPPhl)
(17) Diisi dengan nomor register untuk PHLN
( 1 8) Diisi dengan cara penarikan/sumber dana ( pp,pL,RK,LC /RM/RMP/PHLN/PNBF)
(19) Diisi dengan Pagr Belanja Bunga Utang dan Hibah (Hibah, Bunga Utang Dalam dan

Luar Negeri serta Belanja Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri dan Luar Negeri)
(20) Diisi dengan total Pagu Belanja Bunga Utang dan Hibah (Hibah, Bunga Utang Dalam

dan Luar Negeri serla Belanja Cicilan pokok Utang Dalam Negeri dan Luar Negeri)
(21) Diisi deagan tempat dan tanggal penetapan Konsep DIPA
(22) Diisi dengan Jabatan penandatangan DIPA (PAI(PA)
(23) Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DIpA
(24) Diisi dengan NIP Pejabat penandatangan DIpA
(25) Diisi dengan Nomor Urut Halaman

5) Ilalaman II untuk Investasi Pemerintah dan penerusan pinjaman
diisi sebagai berikut:

(Con toh :8 )

(1 )

(2)
(3)
(4)
(s)
(6)

Diisi dengan Nomor SP DIPA
Diisi dengan kode kementerian negara/lembaga diikuli dengan uraian nama
kanenterian negara"/lembaga
Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi
Diisi dengan kode Propinsi diikuti dengan uraian propinsi
Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker
Diisi dangan Kode Satker (dimungkinkan satu DIpA memuat beberapa Satker rmtuk
Kementerian Negara,/Lembaga tertentu)

{7) Diisi dengan Uraian Satker
(8) Diisi dcngan Kode Kewenangan (Kp, KD, DK atau Tp)
(9) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub fungsi, program, Kegiatan
(10) Diisi uraian Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan
(ll) Diisi dengan Kode Kabupaten/Kota
(12) Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan
(13) Diisi dengan uraian Sub Kegiatan
(14) Diisi dengan Kelompok Akun
(15) Diisi dengan Uraian Kelompok Akun
(16) Diisi dengan kode kantor bayar (KPpN)
(t7) Diisi dengan nomor register untuk PHLN
(18) Diisi dengan cara penarikar/sumber dana ( pp,pL,nK,LC /RM/RMP/PHLN/PNBP)
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(le)

(20)

Diisi dengan Pagu Panbiayaan (Dalam Negeri, Luar Negeri, penerusan piniamas dan
Penyertaan Modal Negara)
Diisi dengan total pagu Pernbiayaan @alam Negeri, Luar Negeri, penerusan pinjaman
dan Penyertaan Modal Negara)
Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan Konsep DIpA
Diisi dengan Jabatan penandatangan DIPA (pA/KpA)
Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DIPA
Diisi dengan MP Pejabat penandatangan DIPA
Diisi dengan Nomor Urut Halaman

(2r)
(22)
(23)
(u)
(25)

Pengisian llalaman III @encana Fenarikan I)ana dan perkiraan
Penerimaan) (Contoh : 9)

Halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh masing-masing satuan
kerja sampai dengan jenis belanja serta rencana penerimaan perpajakan/bea

dan cukai dan PNBP yang menjadi tanggung jawab masing-masing satuan
kerja.

Ilalaman III diisi sebagai berikut:

(1) Diisi dengan Nomor SP DIPA
Diisi dengan kode kementerian negara.ilembaga diikuti dengan uraian nama kementerian
negara/lem baga '

Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi
Diisi dengan kode Propinsi diikuti dengan uraian propinsi
Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker
Diisi dengan kode satker diikuli dengan uraian satker (dimungkinkan satu DIpA mernuat
beberapa Satker untuk Kementerian Negara,rlembaga tertentu)
Diisi dengan kode fungsi, zubfungsi, program, kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan
Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang
dirinoi setiapjenis belanja dalam ribuan rupiah
Diisi dengan jumlah uang prakiraan penirimaan sesuai bulan yang bersangkutan yang
dirinci :
- penerimaan perpajalon/bea dan cukai (khusus Satker dibawah Ditjen pajak & Ditjen

Bea dan Cukai):

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

{7)
(8)

(e)

- penerimaan negara bukan pajak (pNBp)

(10) Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIpA
(11) Diisi dengan nama jabatan penandatangan DIpA (pA,/I(PA)
(12) Diisi dengan nama pejabal penandatangan DIpA
(13) Diisi dengan NIP pejabat penandatangan DIpA
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Diisi dengan nomor urut halaman

d. Pengisian Halaman fV (Catatan) ( Contoh : 10 )

Halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh Safuan Kerja

dalam melaksanakan DIPA.

Ifalaman IV diisi sebagai berikut:

(l) Diisi dengan Nomor SP DIPA
Diisi dengan kode kementerian negara/lembaga diikuti dengan uraian nama kementerian

(2) negara/lembaga
(3) Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan umian Unit Organisasi
(4) Diisi dengan kode Propinsi diikuti dengan uraian propinsi
(5) Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker
(6) Diisi dengan kode satker (dimungkinkan satu DIpA memuat beberaoa satker untuk

Kemcnterian Negara./Lembaga tertentu)
(7) Diisi dengan uraian satker

Isian belanja mengikat
(8) Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan
(9) Diisi dengan uraian kegiatan

" (10) Diisi &ngan kode kegiatan dan sub kegiatan
(l l) Diisi dengan uraian sub kegiatan
(12) Diisi dengan kode AKUN belanja mengikat
( 13) Diisi dengan uraian AKUN belanja mengikat
(14) Diisi &ngan pagu dana AKUN belanja mengikat

Isien drne yang diblokir
(15) Diisi &ngan kode fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan
(16) Diisi dengan uraian kegiatan
{17) Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan
(18) Diisi dengan uraian sub kegiatan
( 19) Diisi dengan kode AKLIN yang dibtokir
(20) Diisi dengan uraian AKUN yang dibtokir
(21) Diisi dengan pagu dana AKUN yang selurulr/sebagian dananya diblokir
(22) Diisi dengan keterangan .,Diblokir sebesar,,
(23) Diisi dengan pagu dana AKUN yang dibtokir
(24) Diisi dengan keterangan blokir, contoh :

' Dis-'isi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direkrur Jenderal
Perbendalwraan: atau

(14)
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(2s)
(26)
(27)
(28)
(2e)

- Disposki : Dapat dilafrsanakan seteldh mendapat Wrsetujuan Kepala Kam,il .....
Direla orat Jenfural Perbendaharaan

Untuk blokir yang berasal dari DJA akan diberikan catatan tambahan 'tslokir dari DJA"
Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA
Diisi dengan nama jabatan penandatangan DIPA (PA/IOA)
Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DIPA
Diisi dengan NIP Pejabat panandatangan DIPA
Diisi dangan nomor urut halaman

MENTERI KEUANGAN
REPUSLIK INDONESIA

Nomor SP
Kode Kementerian Negara/Lembaga

B. CARA PENGTSTAN SURAT RTNCTAN ALOKASI ANGGARAN (SRAA)

r. PENGISIAN SURAT PENGESAIIAN SRAA ( Contoh : 11 )

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari SRAA.

Cara pengisian SP SRAA sebagai berikut:

IU Diisi dengan nomor SP SRAA dengan ketentuan sebagai beril:ut
AA
BBB

r2l

13l
t4l
t51

t6l

CC Kode Unit Organisasi
Diisi dengan kode kementerian negara/lembaga diikuti dengan uraian nama kementerian
negaralembaga
Diisi dengan kode unit organisasi diikuti dengan uraian unit organisasi
Diisi dengan kode lokasi propinsi diikuti dengan uraian propinsi
Diisi dengan jumlah PACU SRAA
a. Diisi dengan jumlah PACU rntuk KD
b. Diisi dengan jumlah PAGU rmtuk DK
Diisi dengan jumlah pagu dana yang bersumber dari Rupiah :
- Diisi pagu dana RM Non Pendamping
- Diisi pagu dana RM Pendamping
- Diisi pagu dana PNBP

n Diisi dengan jumlah pagu dana yang bersumber dari PHLN :
- Diisi pagu dana Pinjaman Luar Negeri
- Diisi pagu dana Hibah Luar Negeri

t81 Diisi dengan Nomor SAPSK
t91 Diisi tempat dan tanggal pengesalran SP SRAA
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Halaman ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas

Menteri Keuangan.

2. PENGISIANLAMPIRAN SRAA

a. Pengisi Lampiran I ( Contoh : 12 )

Halaman ini diisi dengan informasi dari seluruh Satuan Kerja dalam satu

Unit Organisasi dan satu Propinsi yang dirinci per Kegiatan dan Jenis

Belanja.

Lampiran I diisi sebagai berikut:

{U Diisi dengan nomor SP SRAA
lz'J Diisi dengan tanggal pengesahan SRAA
t31 Diisi dengan Nama Kanwil DJpBN
t4l Diisi dengan Kode dan umian Kementerian Negara/Lembaga
t5l Diisi dengan kode dan uraian unit organisasi
t61 Diisi &ngan kode dan uraian propinsi
I7l Diisi dengan nomor urut setiap satker
t8l Diisi dengan kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan
t91 Diisi dengan uraian Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan
tlOl Diisi dengan alokasi anggaran per jenis belanja dirinci per Satker dan Kegiatan
tl ll Diisi dengan nomor urut halaman
tl2l Diisi dcngan kode kewenangan (KD=Kantor Daerah dan DK=Dekonsenhasi)

b. Pengisian Lampiran II ( Contoh : 13 )

Halaman ini diisi dengan informasi dari seluruh Satuan Kerja dalam satu

Unit Organisasi dan satu Propinsi yang dirinci per Kegiatan dan Sub

Kegiatan.

Lampiran tI diisi sebagai berikut:

IU Diisi donsan nomor SP SRAA

12) Diisi dengan tanggal pengesahan SRAA
t31 Diisi dengan Nama Kanwil DJPBN
t4l Diisi dengan Kode dan uraian Kementerian Negara[embaga
t5l Diisi dengan kode dan uraian unit organisasi
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t6l Diisi dengan kode dan uraian propinsi

t7l Diisi dengan nomor urut setiap satker
t8l Diisi dengan kode Fungsi, Sub Fungsi, Program, Satker, Kegiatan dan Sub Kegiatan
t9l Diisi dengan uraian Satker, Kegiatan dan Indikator Keluaran Sub Kegiatan

[0] Diisi dengan volume dan satuan Kegiatan dan Sub Kegiatan

I U Diisi dengan pagu dana per Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

l12l Diisi dengan nomor halaman

Pengisian Lampiran III ( Contoh : 14 )

ilalaman ini diisi dengan informasi dana yang diblokir dari seluruh Satuan

Kerja dalam satu Unit Organisasi dan satu Propinsi yang dirinci per

Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Lampiran III diisi sebagai berikut:

trl
tzl
t3l
t4l
t5l
t6l
17l
t8l
tel
tl0l

t lu
t12l
t13l

Diisl dengan nomor SP SRAA
Diisi dengan tanggal pengesahan SRAA
Diisi dengan Nama Kanwil DJPBN
Diisi dengan Kode dan uraian Kementerian Negara/Lembaga
Diisi dengan kode dan ruaian unit organisasi
Diisi dengan kode dan uraian propinsi
Diisi dengan nomor urut setiap satker
Diisi dengan kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan AKUN
Diisi dengan uraian Satker, Kegia'tan, Sub Kegiatan dan AKUN
Diisi dengan sumber dana : RM:Rupiah Murni; RMP=Rupiah Mumi Pendamping;
Pinjaman/llibah Luar Negeri (PHLN); dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Diisi dengan pagu dana per Satker, Kegiatan, Sub Kegiatan dan per AKUN yang diblokir
Diisi dengan kode keterangan blokir (1 atau 2)
Diisi dengan nomor urut halaman

d. Pengisian Lampiran fV ( Contoh : 15 )

Halaman ini diisi dengan informasi dana yang bersumber dari PHLN untuk

seluruh Satuan Kerja dalam satu Unit Organisasi dan satu Propinsi yang

dirinci sampai dengan per AKUN.

Lampiran IV diisi sebagai berikut:

lll Diisi dengan nomor SP SRAA
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tzl
t31
t4l
t5l
t61
t4
t8l

tel
tl0l
t l  r l

Diisi dengan tanggal pengesahan SRAA
Diisi dengan Nama Kanwil DJPBN
Diisi dengan Kode dan nama Kementerian Negara./Lembaga
Diisi dengan kode dan nama unit organisasi
Diisi dengan kode dan nama propinsi
Diisi dengan nomor urut setiap satkef,
Diisi dengan kode dan uraian Satker, Fungsi, Sub Fungsi, program, Kegiatan, Sub Kegiatarl
dan AKUN
Diisi dengan kode lokasi, kode kabupaten/kota, dan kode KppN
Diisi dargan nomor regisler loan/nomor register pendamping

!!1si denean cara penarikan @P=Pembiayaan Pendahuluan; pl=pembayaran Langsung;
RK=Rekening Khusus; dan LC=Zerer of Credit),

Diisi dengan kode dan narna Satker
Diisi dengan kode dan uraian Program
Diisi dengan kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan AKUN
Diisi dengan uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan AKUN
Diisi dengan Kode dan nama Kabupatenll(ota
Diisi dengan indikator kinerja dari s€tiap Kegiatan
Diisi d€ngan outtr$ yang dihasilkan dci setiap Sub Kegiatan
Diisi dengan kode dan nama KPPN
Diisi dengan volume dan satuan setiap rinoian belanja
Diisi dengan harga satuan setiap rincian belanja
Diisi dengan jumlah biaya dengan Rumus = (Harga Satuan x Volume)
Diisi dengan Sumber Dana / Cara Penarikan (RM;RMp;pHLN;pNBp / pp;pLRK;LC)
Diisi dengan kode Kewenangan (KP, KD, DK atau Tp)
Diisi dengan Nama Unit yang melaksanakan aktivitas
Diisi dengal besaran alokasi pagu untuk pengadaan/pelaksanaan yang dilakukan
secara Kontraktual.

I12l Diisi dengan kode sumber dana
tl3l Diisi dengan jumlah pagu dana yang bersumber dari PHLN
tl4l Diisi dengan nomor urut halaman

c. CARA PENGISTAN PETUNJTTK OPERASIONAL KEGTATAIT eoK)
(Contoh : 16 )

Halaman ini berisi informasi mengenai rincian kegiatan/belanja pada setiap satker.

Cara pengisian FOK sebagai berikut:

t l l
t21
t3l
I41
{51
{61
t7l
t8l
tel
tl0l
l l  l l
[121
I  l3 ]
u4l
ilsl
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t16l

trTl

t18l

tlel

I20l
t2ll
I22l
t23l

Diisi dengan besaran alokasi pagu untuk pengadaan/pelaksanaan yang dilakukan secara
Non Kontraktual.
Diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang diperlukan sesuai bnrlan yang bersangkutan
yang dirinci berdasarkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, AKUN dan Rincian Belanja
Diisi dengan jumlah dana yang diperkirakan tidak dapat ditarik yang dirinci berdasarkan
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, AKUN dan Rincian Belanja

Jumlah total kebutuhan dana untuk Bulan Januari - Desernber yang dirinoi berdasarkan
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, AKUN dan Rincian Belanja
Diisi dengan nama p€jabat Eselon I Satker bersangkutan
Diisi dengan MP pejabaf Eselon I Satker yang benangkutan
Diisi dengan nama pejabat KPA
Diisi dengan NIP pejabat KPA
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SUMT PE'IGESAI,IAN DAFTAR FI,IH PELAKSA A.A AIIGGARAN
?AHUI{ AI{GGAMN 2OIO

NOMOR : .rtr/bbb.6od,/..rn0{O lt)

Daatr :
t. UU No. 17 T.hqn 20Cl tent.ng Keuang6n Nrgara
2. UU No. 1 Tahun 20tX t ntane paftonddrafaf,lt R.gi
X 9y 

}|o 
Tx 

(2) Tahun €) tenbng ApgN TA )6 (z) dan p.rulah.nnyr
4. SAPSK t{o swx (3!) d.n SRAA re|)(m (3b)
Oengan inldls.hk.n Alokrst Angga..n :
l. K.menbfhn / L.dlb!g!
2, Unll Orglnis..i
3. Prophd
4- Xod./Nlme Srtklr

Sab.€ar

: (xxx) xxxxxxxxloofixxxxxxxxx a)
: {xxx) xxxDcuxxxxxxxxxxxxxx (5)
: 0o() )ofixxxxxxxncoqxxx)(xx {€)
: Oogxxx) xxxbouxxxxxxxxxxxxxx oj
; Rp. 9e9.999.999,999 (i.XX$C(X XXXXXXXXX.X XXXxXXxXXxXXx,n ) (6)

Unluk k.9iat.n-k.gLt.n lebegsl b.dM i
Kod. dan Nainr Fun!51, Sub Funlrl, prcgrafi, K.gi.i.n:
)c( xxxxxlooGxxxxxxx$ogrod)ogxxxx (sl
xx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxlo<xxxxxxxxxxxxxxxxx(10)
xx.xx.xx xxxxxxxxKxifixxxxxl(000(xxxxxxxxxxxxxxxx (1 1)
xx.xx.xxj xxxxxxxxxxxxxxxxxnosxxxxxx[oqxxxxxxxxxxx( (12)

C, Sumber Dana BafElll I
l- R(plah Muml
2, PNBP
3. Flnjahan/Hlbeh lurr N.ged

- Hlb.h
. Plnjamrn Lusr l'lEg€rl

D. Pancaldn di dllrh*an mdll{t:
J. XXXXXXXnCqXXXXXXXXX (1E (19) (xxx)
2.

1,

Rp 999.9s9.999.919 I
Rp s9e.ss8.3s9 999 |
Rp sss.ee9.999.s99 dat
Rp 999.91s.899.999 )

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

999,999.999.999 (14)
999.999.9s9.s€S (1s)
999.9S9.9S9.999
s99.8se.999.999 (16)
998.S99.999.999 (17)

999.999.99S.99S (20) r. xxxxxxxxxxsfixtxxxxx (1E)
7.
8.

1 0 ,

E. Ssral psog63ahrn hib€detu 3ebro.lds!!. p€ncak n bagigEndqhera umum N6ga.E/Kuala Eandshara umum N.gir".
T.n!g0ngj.w.b!6|h!d.ppGmtapandsn'e''{t!ng.n!lsyassn|p€n9gUn'andanay.n0l.|tu.n9dabmD|PAsGp.nqhnyab.rad€pa(|aPcn!gunaAnggala|v
s.ii.PP€jab!1dilaren!mr|.kukanlind.k.nyrn9b.rAkbatp9n!.ka'Bnri.sbcbanAPgNjikaan9'.ranuntutmembhyaiP6nge|uarant.Eeb!ttid.kl.f3€ciaatdgiqkpioE.dh'

(1S) (Xs) .Rp. 893.189.999.S09 tro)

)@6q. n E -Ylromrqr.@( eo( (21)
AN. MENTERI KEUAT{GAN RI

DIREICUR J€NDERAL PEREEHOA.H,ARAI.N,/
KEPALA KANWIL XXX OI?JEN PBN NOfi)CXXXX (22)

xx)(Xx)(x)qjfixxxxxxxxxxlx (2gl
N tP.)OqXXXXXX t24)
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DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGCARAN 20{(l

NOMoR : eae|rbbb.cc.dleee/20t0 (t)
IA .UMUM

Kementerian/Lsmbaga :(X'XX)
Unit organisasi : (XX)
Pfopinsi : (XX)
Kode/Nama Salker : (/,,XXXXX)

w(2)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)
w(4)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}fr (5)

Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Peiabat Penandatangan SPM

: xxxxiouxxxxxxxxxxxxxrmfi $fr (6)
: uuxxxxxxxrqnftyJxrxrxrrxx (4
: xxxxxxxxxxxrxr,xuxxxxmxux (8)

1. Fungsi : xx
2. Sub Fungsi : xt.xx
3, Program : xx.)o(.xx

Sasaran program :

xxxxxxxxxxm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxrxxxxxxxxxxxxxxxxuxxxxxx (9)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuxxxrxxxxxxnfixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (11)
xxxxnofixxxxxxJfixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (13)
no0ooqxxxxxtxxxxxxxxxxxxxxxxx-uxxxxxxxxxxxrfrxxxxxmfixxxxxxxxxxxxxxxx$"wm00( (1S)
)fr xxtxxxxxx)fi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnqxxnqlJuxxxxj(xxxxltqxyncocoQffi xxxx

(17) 999.999,99 xxxron (18)

uxxxxt.l0(& xI uxufiIf{IxIlfi tCIIr

A.N,

Pn AOO OOO Ooo OOO ooo ooo

Ro. 999.99€.999.999.999.999
Rp. 999.999.999.999.999, 999

Rp. W9.999.999.999.99e.999 (19)

(10)
(12)
(14)

Sas aran/Keluaran kEgiatan :
xxxx (.|6) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxncqxxxxrxxxxxxrqxxxxnuxxxxx xxxxnqxxxxxxroqruxxxxxxx
Indikator Keluaran Sub kegiatan :

lffix nmooqxxxDmooootrfixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnu)ooo0qxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpooofi
I
I XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXU)m{0fiXXXX

J )000( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$ooxxxxxx[oidxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfiroqxxxxxxxxxxxxxx

1 *o xxxxxxxxxxxxuxxxtu)uxxxxxxxxxxxxxxxnqxxmoofiFcofi$fixxxxmqxxxxxxruxxxxxxxxxxxxx
I XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX$UXXXXXIXXXXXXXXXXXX$OfiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ0{XXXXXX
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UNIT ORGANISASI
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SUMBER DANA
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MENTERI KEUANGAN RI

U.B.

BIREKTUR JENDERAL.PERBENDAHARMN,

2.
1

4 .

D. KETENTUAN

a. SRAA I berdasarkan SAPSK Nomor )oomoooofi( (8)-

b. SRAA ini digunaka $ebagai dasar penelitian data alokasi $ggaran dalam Konsep DIPA.

c. Rhcian periihirEan hegiatan pade saluan keria (satk€r) digunakan sebagai dasar

penelaahan dan penerbitan DIPA di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
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d. Rincian per satker dituangkan dalam DIPA ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Kepala Kanwil DJPBN dan merupakan dasar

pembayaran dan pelaksanaan kegiatan bagi salker bersangkutan.
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Keterangan Blokir :
1. Oapat dilaksanakan setelah m€ndapat persetujuan dari DJPBN
2. Dapat dilaksanakan setelah loan efeKif
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